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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada tabel berikut :
1. Konsonan
Huruf
Arab
Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak
dilambangka
n
Tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas)
ج Jim J Je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
ix
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah)
ع ‘ain ̒ apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ƿ Ha H Ha
ء Hamzah ̓̓ Apostrof
ى Ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan
tanda  ( ̓ ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
xVokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َا fatḥah A A
 ِا Kasrah I I
 ُا ḍammah U U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َي fatḥah dan yā̓̓ Ai a dan i
 َو fatḥah dan
wau
Au a dan u
Contoh:
ﻒﯿﻛ : kaifa
ل ﻮھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harakat
dan
Huruf
Nama Huruf  dan
tanda
Nama
xi
 َي… /  َا
….
Fatḥah dan alif atau
yā̓̓
Ā a dan garis di
atas
ي Kasrah dan yā Ī i dan garis di
atas
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di
atas
Contoh:
ت ﺎﻣ : māta
ﻰﻣر : ramā
ﻞﯿﻗ : qīla
ت ﻮﻤﯾ : yamūtu
4. Tā marbūṭah
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya
adalah (t). sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah (h).
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ل ﺎﻔط ﻻا ﺔﺿ ور : rauḍah al-aṭfāl
ﺔﻠﺿ ﺎﻔﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا : al-madīnah al-fāḍilah
xii
ﺔﻤﻜﺤﻟا : rauḍah al-aṭfāl
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
ﺎﻨﺑر : rabbanā
ﺎﻨﯿﺠﻧ : najjainā
اﻖﺤﻟ : al-ḥaqq
ﻢﻌﻧ : nu”ima
وﺪﻋ : ‘duwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ( ـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.
Contoh:
ﻲﻠﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
ﻲﺑﺮﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ).
xiii
Contoh :
ﺲﻤﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔﻟ ﺰﻟاﺰﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔﻔﺴﻠﻔﻟا : al-falsafah
دﻼﺒﻟا : al- bilādu
7. Hamzah.
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia
berupa alif.
Contoh :
نوﺮﻣﺎﺗ : ta’murūna
عﻮﻨﻟا : al-nau’
ءﻲﺷ : syai’un
ﻣاتﺮ : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah,
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
xiv
Fī Ẓilāl al-Qur’ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah.
Contoh:
ﷲ ﻦﯾد dīnullāh ﷲ ﺎﺑ billāh
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:
ﻢﮭﮭﻠﻟا ﺔﻤﺣر ﻲﻓ hum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-,
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). contoh:
xv
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiż min al-Ḋalāl
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar
referensi. Contoh:
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan:
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. : subḥānahū wa ta’ālā
saw. : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR : Hadis Riwayat
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ABSTRAK
Nama : Irta Pahlawanti
Nim : 10400113053
Judul : Kedudukan Wali Nikah Dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Fiqih
Empat Mazhab).
Penulisan karya Ilmiah ini bertujuan untuk: 1) mengetahui apa yang di
maksud wali nikah; 2) mengetahui kedudukan wali nikah perspektif gender; 3) dan
mengetahui bagaimana pandangan Empat Mazhab terhadap kedudukan wali nikah.
Penelitian ini termasuk penelitian Library research. Penelitian ini yang
menjadi objek kajiannya menggunakan data pustaka dan buku-buku sebagai dasar
sumbernya. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan
pendekatan teologi normatif (syar’i) dan pendekatan Filsafat Hukum Islam. Data
dikumpulkan menggunakan data Primer dan data sekunder yaitu dengan kutipan
langsung dan kutipan tidak langsung, menggunakan metode-metode komparatif yaitu,
digunakan untuk membandingkan antara beberapa data yang diperoleh. Metode
Indukatif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat khusus lalu
menarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode deduktif yaitu, digunakan untuk
mengolah data dan fakta yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan.
Setelah melakukan penelitian dari beberapa referensi buku mengenai
kedudukan wali nikah dalam perspektif Gender. Wali adalah orang yang bertanggung
jawab atas sah tidaknya suatu akad pernikahan. Sedangkan kedudukan wali menurut
gender konsep wali yang memaksa menikahkan anak perempuannya tanpa meminta
persetujuan dari anak perempuannya tersebut maka itu bisa merenggut hak
perempuan untuk memilih jodohnya sendiri. Adapun pendapat menurut empat Imam
Mazhab yaitu: 1) Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa yang berarti tanpa kehadiran
wali nikah ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Jika wanita yang
baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada
wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya. 2) Mazhab
Hanafiberpendapat bahwa wanita yang telah baliqh dan berakal sehat boleh memilih
sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri baik dia perawan
maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau
kufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar misil.
Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu deangannya, maka
walinya boleh menentangnya,dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad
nikahnya. 3) Mazhab Maliki berpendapat bahwa mengharuskan izin dari wali atau
wakil terpandang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Jika wanita yang baligh
dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali,
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akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh
mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak
boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. 4) Mazhab Hambali berpendapat
bahwa jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak
mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada
keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya.
Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali.
wali nikah harus ada dalam perkawinan yakni harus hadir ketika melakukan akad
nikah.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari ketergantungan
dengan orang lain. Menurut Ibnu Khaldun, manusia itu (pasti) dilahirkan di tengah-
tengah masyarakat, dan tidak mungkin hidup kecuali di tengah-tengah mereka pula.
Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dan melestarikan keturunannya ini
diwujudkan dengan pernikahan. Pernikahan yang menjadi anjuran Allah dan Rasul-
Nya ini merupakan akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati
perintah Allah. Pernikahan yang telah diatur sedemikian rupa dalam agama dan
Undang-undang ini memiliki tujuan dan hikmah yang sangat besar bagi manusia
sendiri. Tak lepas dari aturan yang diturunkan oleh Allah, pernikahan memiliki
berbagai macam hukum dilihat dari kondisi orang yang akan melaksanakan
pernikahan.1
Pernikahan merupakan sunatullah, bahwa makhluk yang bernyawa itu
diciptakan berpasang-pasangan, baik laki-laki maupun perempuan (Q.S.Dzariyat :49).
            
Terjemahannya:
“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu
mengingat akan kebesaran Allah”.2
1Abd. Shomad, Hukum Islam (Cet. XIV; Jakarta:  Kencana, 2010) h. 23.
2Kementerian Agama R.I, Al-qur’an dan Terjemahnya (Semarang : PT .Karya Toha Putra
Semarang, 2002) h. 572.
2Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat
manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina
sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.
Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan
yang telah diciptakan oleh Allah swt dan untuk menghalalkan hubungan ini maka
disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur
dengan perkawinan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan
baik bagi laki - laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan
bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut. Dalam hadis riwayat
Bukhari dan Muslim No. 5066 berbunyi:
 ِْﻠﻟ ُﻦَﺼَْﺣأَو , ِﺮََﺼﺒِْﻠﻟ ﱡﺾََﻏأ ُﮫﱠِﻧَﺈﻓ , ْج ﱠوََﺰَﺘﯿَْﻠﻓ َةَءَﺎﺒَْﻟا ُﻢُﻜْﻨِﻣ َعَﺎَﻄﺘْﺳا ِﻦَﻣ ِبَﺎﺒ ﱠﺸَﻟا َﺮَﺸْﻌَﻣ َﺎﯾ َْﻢﻟ ْﻦَﻣَو , ِجَْﺮﻔ
 ِﮫَْﯿﻠََﻌﻓ ْﻊَِﻄﺘَْﺴﯾ."ٌءﺎَﺟِو َُﮫﻟ ُﮫﱠِﻧَﺈﻓ ; ِمْﻮ ﱠﺼﻟِﺎﺑ٣
Artinya:
“Wahai para pemuda! Siapa saja di antara kamu yang mampu menikah, maka
hendaknya ia menikah. Karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan
menjaga kehormatan.Namun barang siapa yang tidak mampu, hendaknya ia
berpuasa, karena puasa dapat memutuskan syahwatnya.”(HR. Bukhari dan
Muslim).
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata”kawin”dan menurut
bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin
atau bersetubuh. Perkawinan tersebut  juga “pernikahan” berasal dari kata nikah yang
menurut  bahasa artinya mengumpulkan,salin memasukkan, dan di gunakan untuk arti
bersetubuh (wathi). Kata nikah sering di pergunakan untuk arti persetubuhan (coitus)
juga untuk arti akad nikah. Menurut bahasa nikah berarti penyatuan, diartikan juga
sebagai akad atau berhubungan badan.
3Al-Bukhari, Kitab an-Nikaah. Juz I (Mesir: Dar Al-Mishriyah, t.t.), h. 147
3Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang
wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau.Karena
itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun
tertentu, agar tujuan disyariatkan perkawinan tercapai.
Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang di tetapkan syara’ untuk
membolehkan bersenang–senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan
bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.
Abu Yahya Zakariya Al-Ansary mendefenisikan nikah menurut istilah syara’
ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan
lafal nikah atau dengan kata-kata semakna dengannya.4
Kemudian Zakiah mendefenisikan nikah ialah akad mengandung ketentuan
hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafal nikah atau tazwiz atau semakna
dengan keduanya. Adapun menurut syariat, nikah juga berarti akad. Sedangkan
pengertian hubungan badan itu hanya merupakan metafora saja. Hujjah (argumentasi)
atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah  tedapat dalam Al-Qur’an
maupun Al-hadis. Sebagai akad bahkan dikatakan, bahwa nikah itu tidak disebutkan
dalam Al-Qur’an melainkan diartikan sebagai akad.
Menurut Mohammad Asmawi, nikah adalah melakukan akad atau perjanjian
antara suami dan istri agar dihalalkan melakukan pergaulan sebagaimana suami istri
dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama.5
4Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan (Cet. I; Makassar: Alauddin University
Press, 2012), h. 10.
5Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan (Cet. I; Yogyakarta:
Darrusalam, 2004), h. 17.
4Pengertian sebelumnya tampaknya disebut hanya melihat dari satu segi saja
yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara laki laki dan seorang wanita yang
semula dilarang menjadi dibolehkan. Dan akibat atau pengaruhnya hal ini yang
menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari hari, seperti
terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga
memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari sini kebolehan hubungan
seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.
Dari pengertian perkawinan ini mengandung aspek akibat hukum,
melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan
mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena
perkawinan termasuk pelaksanaan agama, di dalamnya terkandung adanya
tujuan/maksud mengharapkan keridaan Allah swt. Ia adalah suatu yang dipilih Allah
swt sebagai jalan bagi mahluknya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.
Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan
peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.
Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata
perkawinan. Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan
kelamin atau bersetubuh.6 ”kawin” digunakan secara umum, hewan dan manusia
menunjukkan proses generatif secara alami berbeda dengan itu, nikah hanya
digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat
istidat, dan terutama menurut agama Islam makna adalah akad atau ikatan, karena
dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak
6 Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II (Cet I; Makassar: Alauddin University
Press, 2010), h. 19
5perempuan) dan Qabul (pernyataan penerimaan dalam pihak lelaki) selain itu nikah
juga diartikan sebagai bersetubuh.
Akad nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi.
Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut
dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut
mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang
harus diadakan. Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal.
Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Adapun
rukun nikah salah satunya ialah adanya wali. Wali nikah dalam perkawinan
merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak
untuk menikahkannya. Karena keberadaan wali nikah merupakan rukun, maka harus
dipenuhi beberapa syarat yang bertindak sebagai wali nikah ialah harus seorang laki-
laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliqh.7
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka sebagai pokok masalah yang dapat
peneliti angkat adalah bagaimana kedudukan wali nikah dalam perspektif gender
(studi analisis fiqih empat mazhab ), dengan membagi sub permasalahannya sebagai
berikut :
1. Apa yang dimaksud dengan wali nikah ?
2. Bagaimana kedudukan wali nikah dalam perspektif gender?
3. Bagimana perbedaan pendapat empat mazhab dengan kedudukan wali nikah
dalam pernikahan?
7Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dalam Perspektif  Hukum Islam Dan Hukum
Nasional (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 83-84.
6C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Pada penelitian ini peneliti hanya berfokus pada pokok masalah yaitu tentang
bagaimana kedudukan wali nikah dalam fiqih empat Mazhab
2. Deskripsi fokus
Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat
dideskripsikan substansi permasalahan dengan pendekatan ini bahwa kedudukan wali
nikah menurut mazhab fiqih sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai
perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk
kelangsungan perkawinan tersebut.8
Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang
laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan menimbulkan dan kewajiban
antara keduanya9.
Wali nikah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wali dengan
bentuk jamak auliyaa yang berarti pencinta, saudara, atau penolong. Sedangkan
menurut istilah, kata wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum
(agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu
dewasa, atau dalam pernikahan adalah pihak yang mewakilkan pengantin perempuan
pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria)10
8 Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia (Cet I, Bandung:Pustaka setia,
1999), h. 69.
9Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II (Cet I, Makassar: Alauddin University
Press, 2010), h. 2.
10Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II, h. 87.
7Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara
sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap
layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan11.
D. Kajian pustaka
Kajian pustaka atau penelitian terdahulu adalah momentum bagi calon peneliti
untuk mendemonstrasikan hasil bacaanya yang ekstetif terhadap liberatul-liberatul
yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini di maksudkan agar
calon peneliti mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan konstribusi
akademik dari penelitiannya dalam konteks dan waktu dan tempat tertentu.12
Syaikh Al-Allamah Muhammad bin’ Abdurrahman ad-Dimasyqi dalam
bukunya yang berjudul “Fiqh Empat Mazhab” Menuliskan bahwa pernikahan tidak
sah kecuali ada wali laki-laki oleh karena itu jika seorang perempuan mengakadkan
dirinya sendiri untuk menikah maka pernikahannya tidak sah.13
Menurut Mohammad Asmawi, nikah adalah melakukan akad atau perjanjian
antara suami dan istri agar dihalalkan melakukan pergaulan sebagaimana suami istri
dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama14.
Adapun manurut Peunoh Daly, ialah akad yang membolehkan seorang laki-
laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad mempergunakan
lafaz nikah atau tazwijatau terjemahnya 15.
11Siti Azizah, dkk, Kontekstualisasi Gender, Islam Dan Budaya (Cet. I; Makassar: Alauddin
University Press, 2016), h. 52.
12Qadir Gassing, Pedoman Karya Ilmiah (Makassar:Alauddin University Press, 2015),  h.13.
13Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Lima Mazhab
diterjemahkan dari al-fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah. (Cet. XXIV; Jakarta: Lentera, 2009), h. 349.
14Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan (Cet. I; Yogyakarta:
Darrusalam, 2004), h. 17.
8M. Thahir Maloko, dalam bukunya yang berjudul “Dinamika Hukum Dalam
perkawinan” mengatakan bahwa Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu
terdiri atas Adanya Wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan
dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.16
Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah mengatakan perkawinan adalah hubungan
antara laki-laki dan perempuan, diatur secara terhormat dan berdasarkan saling Ridha
meridhai, dengan dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha
meridhai, dan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki
dan perempuan itu telah saling terikat.17
Dengan demikian dari beberapa penelitian yang membahas tentang kedudukan
wali nikah sebelumnnya tapi penelitian ini mengambil pembahasan yang berbeda
mengenai kedudukan wali nikah perspektif gender dalam analisis empat mazhab. Hal
ini lah yang salah satunya membedakan penelitian sebelumnya.
E. Metodologi Penelitian
Untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini
merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah satu metode
berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang memuaskan. Di samping itu
metode merupakan bertindak terhadap sesuatu dari hasil yang maksimal.18
15Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 104.
16Thahir Maloko, Dinamika Hukum dalam perkawinan (Cet: I; Makassar: Alauddin University
Press, 2012), h. 22.
17Sayyid Sabiq, Fiqh as-sunnah  (Fikih Sunnah), terj. Moh Thalib (Cet. VII; Bandung:
Alma’arif, 1990), h. 10.
18Anton Bakker, Metode Filsafat (Cet I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.10.
91. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian pustaka (Library research),
yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku
sebagai sumber datanya.19
Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dengan membaca, menelaah dan
menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa al-Qur’an, Hadis, Kitab dan
peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian guna untuk mendapatkan data
yang dibutuhkan dalam peneitian ini.
2. Pendekatan penelitian
Dalam menemukan jawaban, maka peneliti menggunakan pendekatan sebagai
berikut:
a. Pendekatan teologi normatif (syar’i) yaitu dengan menggunakan ilmu syari’ah
terkhusus hukum islam yang terkait dengan masalah wali nikah perspektif
gender.
b. Pendekatan Filsafat  hukum Islam yang mencakup tentang pembahasan wali
nikah.
3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam
penelitian kepustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-
data yang dibutuhkan adalah dokumen, berupa data-data yang diperoleh dari
perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat
primer ataupun yang bersifat sekunder.20
19Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h.9.
20Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2006), h.129.
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a. Data Primer
Data Primer adalah merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari
sumber asli (tidak melalui media perantara). Adapun data yang dijadikan sebagai
sumber data  primer dalam penelitian ini yaitu Al-Qur’an, Hadis, fatwa-fatwa atau
pendapatan ulama kontemporer.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara
tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).
Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah
tersusun dalam arsip (data dokumenter), yang dipublikasikan dan yang tidak
dipublikasikan.
4. Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data metode yang digunakan yaitu metode dokumentasi
dengan cara :
a. Kutipan Langsung, yaitu peneliti mengutip pendapat atau tulisan orang secara
langsung sesuai dengan aslinya, tanpa berubah.
b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan cara
memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru.
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Sesuai dengan jenis penelitian ini (Library Research), data primer dan
data sekunder diatas dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode
sebagai berikut :
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a. Deduktif, yakni menganalisis data yang menganalisis data yang bersifat umum,
untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.21 Dalam hal
ini kedudukan wali nikah perspektif gender.
b. Induktif, yakni menganalisis berbagai fakta dan data, kemudian
digeneralisasikan menjadi sebuah statement.22 Dalam hal ini kedudukan wali
nikah analisis fiqih empat mazhab.
F. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud wali nikah
b. Untuk mengetahui kedudukan Wali nikah dalam perspektif Gender
c. Untuk mengetahui pandangan empat mazhab terhadap kedudukan wali nikah
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunannya antara lain :
a. Agar masyarakat dapat mengetahui maksud dari wali nikah
b. Agar masyarakat mengetahui kedudukan wali nikah dalam perspektif gender
c. Agar masyarakat mengetahui pandangan empat mazhab terhadap kedudukan
wali nikah.
21Sudarto, Metode Penelitian filsafat (Cet I; Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999),  h. 42.
22Suharsini Ari Kunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Grafindo
Persada 2000), h. 42.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH
A. Pengertian Wali
Walī berasal dari bahasa Arab: yaitu al waliy muannatsnya al-waliyyah dan
bentuk jamaknya al-awliya berasal dari kata walayali-walyan dan walayatan yang
berarti mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh,
dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.1Adapun pengertian wali berarti
adalah seseorang yang dipercaya atau pelindung. Wali adalah suatu ketentuan hukum
yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.2
Atas dasar pengertian kata wali sebelumnya, bahwa hukum Islam menetapkan
bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anaknya ialah ayah.
Hal ini dikarenakan ayah adalah orang yang terdekat, siap menolong, bahkan yang
selama ini mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah
hak perwaliannya diganti oleh keluarga dekat lainnya.3Dan wali mempunyai banyak
arti antara lain:
1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak
yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah pada waktu menikah (yaitu
yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang saleh (suci), penyebar agama.
1 Muhammad Amin Suma, Hukum Islam di dalam Islam (Cet II; Jakarta :PT Raja Grafindo
Persada, 2005), h. 134-135
2Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: Pena PundiAksara, 2004), h. 11
3 Muhammad Amin Suma, Hukum Islam di dalam Islam. H.136
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4. Kepala pemerintah.4
Hak Wali Nikah dari Wali Nasab berpindah kepada Wali Hakim apabila :
a. Tidak ada Wali Nasab sama sekali.
b. Wali mafqud (dinyatakan hilang tidak diketahui tempatnya).
c. Walinya sendiri menjadi mempelai laki-laki, padahal tidak ada wali nikah yang
sederajat dengannya.
d. Walinya sakit pitam (ayan Jw.).
e. Walinya jauh dari tempat akad pernikahan (ghaib).
f. Walinya berada di penjara yang tidak boleh ditemui.
g. Walinya berada di bawah pengampunan (mahjur alaih).
h. Walinya bersembunyi (tawari).
i. Walinya jual mahal (sombong atau ta'azzuz).
j. Walinya menolak atau membangkang menjadi wali Nikah ('adlal).
k. Walinya sedang berihram haji atau umrah.5
B. Kategori Wali Nikah Dalam Mazhab Fikih
Pada era globalisasi ini banyak orang berpendapat bahwa kebahagian suatu
perkawinan terletak pada hubungan biologis tanpa ikatan perkawinan. Kenyataan yang
aneh dipraktikkan masyarakat barat itu telah melanda masyarakat dan bangsa-bangsa
lain di dunia, termasuk Indonesia, yang mencoba gaya hidup baru modernisasi.
Mereka tidak menginginkan perkawinan terikat dengan tradisi dan agama, tetapi
kebebasan dengan klaim sebagai hak-hak individu. Mereka menempuh free-love dan
free-sex. Akibatnya, norma-norma agama dan kesusilaan tidak lagi diperdulikan.
4Abd.Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Cet I: Jakarta:Prenada Media Group, 2002), h. 165
5Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Cet II; Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, tt) h. 240
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Perselingkuhan meningkat. Angka perceraian semakin tinggi. Muncul pula kebiasaan
kumpul kebo dan abortus (pengguguran kandungan), menstrual regulation (MR) atau
pembunuhan janin secara terselubung, dan sterilisasi (pemandulan) di kalangan
remaja. VCD porno dan blue film bermunculan, yang berpengaruh buruk pada
tindakan kesusilaan dan merupakan sebab menyebarnya penyakit AIDS (Acquired
Immuno Deficiency Syndrome) yang mengerikan.
Itulah akibat dari bebasnya hubungan pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan
yang sah yang tengah melanda bangsa-bangsa di dunia.6Sehubungan dengan aspek
sosial perkawinan, maka hal itu didasarkan pada anggapan bahwa orang yang
melangsungkan perkawinan berarti telah dewasa dan berani hidup mandiri. Karena itu,
kedudukannya terhormat, kedudukannya dalam masyarakat dihargai sepenuhnya.
Sementara itu, aspek agama dalam perkawinan tercermin dalam ungkapan
bahwa perkawinan merupakan perkara yang Suci. Dengan demikian, perkawinan
menurut Islam merupakan ibadah, yaitu dalam rangka terlaksannya perintah Allah atas
petunjuk Rasul-Nya, yakni terpenuhnya rukun dan syarat nikah salah satu rukun nikah
yaitu adanya Wali nikah.7
Wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang
laki-laki. Karena wali nikah dalam hukum perkawinan merupakan rukun yang harus
dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya. Hukum nikah
tanpa wali nikah berarti pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini berdasarkan pada
6Hassan Saleh, kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press,
2008), h. 295-296
7Jawad Mughniyah, fiqh imam Ja’far Shadiq ( Cet. I; Jakarta: Lentera, 2009), h. 220
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hadist Nabi Muhammad saw yang mengungkapkan tidak sah dalam perkawinan,
kecuali dinikahkan oleh wali.
Status wali nikah dalam hukum perkawinan menurut Islam ini merupakan
rukun yang menentukan sahnya akad nikah (perkawinan). Seseorang yang menjadi
wali nikah harus memenuhi syarat-syarat wali nikah, yaitu laki-laki dewasa
mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian seperti yang diatur
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 angka (1) bahwa yang bertindak sebagai wali
nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil,
dan baliqh. Dalam pelaksaannya akad nikah penyerahan (ijab) dilakukan oleh wali
nikah perempuan atau yang mewakilinya, dan penerimaan (qabul) dilakukan oleh
mempelai laki-laki.
Perwalian dalam Literatur Fiqh Islam disebut Al-waliyah (ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا), atau Al-
walayah. Kata wali berasal dari bahasa arab yang dalam bentuk masdarnya Al-wali
(ﻲﻟﻮﻟا) dan jamaknya adalah Al-awliya. Kata Al-wali (ﻲﻟﻮﻟا) merupakan kata dalam
bentuk Islam Fa’il (orang yang melakukan) dan dengan ini, kata wali menurut bahasa
dapat diartikan sebagai orang yang menolong.8
Sedangkan Al-Wilayah menurut terminologi fuqaha dapat dipahami sebagai
melaksanakan urusan orang lain. Orang yang urusi atau mengurusi atau menguasai
sesuatu (akad atau transaksi) inilah yang disebut dengan wali.9 Maka wali dalam
8Abdul Hasan Rauf, dkk. Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab;Bahasa Arab- Bahasa Melayu
(Cet; IV, Selangor Penerbit Fajar bakti, 2006), h.20
9Musthofa Al-Khin, dkk. Kitab fiqih Mazhab Syafi’i , Penerjemah Azizi Ismail dan Asri Hasim
(Cet; I Kuala Lumpur , Pustaka Salam 2002), h. 622
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konteks pernikahan terhadap mereka yang ada dibawah kuasanya yang telah lama
ditetapkan oleh syara’.10
Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i
atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karna
kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri. Wali
ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan
bidang hukumnya.11
Nikah dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga,
karena nikah sebagai salah satu yang harus dilakukan manusia untuk mencapai syariat
yakni kemaslahatan dalam kehidupan.12
Menurut Jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing itu
memiliki syarat-syarat tertentu.13 Adapun yang dimaksud dengan perwalian secara
terminologi para Fuqoha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan oleh Wahbah
Al-Zuhayli ialah kekuasaan otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk secara
langsung melakukan tindakan sendiri tanpa harus bergantung (Terkait) atas seizin
orang lain. Orang yang mengurusi atau menguasai suatu akad atau transaksi disebut
wali. Secara harfiyah yang mencintai teman dekat, sahabat, yang menolong sekutu,
pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara atau urusan seseorang.14
Sejalan dengan itu menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara
10Muhammad Fauzi , UUD Keluarga Islam dalam Empat Mazhab : Pembentukan keluarga
(Cet; I selangor, Synermart 2003),h. 7
11Sayyid Sabiq, Fiqh As-sunnah ( Cet II Bandung : PT Alma’arif, 1981), h. 7
12Basiq Djalil, Tebaran Pemikiran Islam di Tanah Gayo : Topik-topik pemikiran Aktual,
Diskusi, Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah subuh (Cet; I Qolbum Salim ,2006),h. 86.
13Ahmad Rafiq , Hukum Islam Indonesia (Cet; VI , Jakarta Rajawali Press, 1998),h. 71
14Amin Suma, Hukum Islam di dunia Islam (Cet; II Jakarta, Raja Grafindo Persada , 2005),h.
134
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umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak
terhadap dan atas nama orang lain.15
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan
wali ialah orang yang menurut hukum (Agama, Adat) diserahi kewajiban mengurus
anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut beranjak dewasa. Wali juga bisa
diartikan orang suci sebagai penyebar agama dan wali adalah pelindung serta
penolong.16
Perwalian dalam nikah tergolong kedalam Al-walayah’alan nafs yaitu
perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan
dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan
anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada
dasarnya berada ditangan ayah, atau kakek , dan para wali yang lain. Perwalian yang
berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah.17
Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak
sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai
rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad
perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas
nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya
untuk kelangsungan perkawinan tersebut. 18 Wali nikah dalam perkawinan merupakan
rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk
15Amir Syarifuddin , Hukum pernikahan Islam di Indonesia (Cet; I Jakarta: PT Bumi Aksara,
2007), h.69
16Firsta Artmanda W, Kamus lengkap Bahasa Indonesia (Cet; II Jombang, Lintas Media
2013),h.347
17Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia,h. 15
18Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia,h. 16-17
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menikahkannya.19Memang ada beberapa perbedaan antara mazhab satu dengan
lainnya. Tapi secara umum, seseorang itu membutuhkan wali lantaran: belum dewasa,
kurang ingatan, kurang berpengalaman untuk memikul tanggung jawab.20
Menurut pandangan Muhammad Jawahir Mughiniyah, pemeliharaan dan
pengawasan harta, bukan  hanya untuk anak yatim dan perwalian nikah saja tetapi
berlaku untuk orang gila, anak yang masih kecil (kanak-kanak), safih ( Idiot ).
Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali
dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai
wanita karena wali dinyatakan batal. Wali nikah ada empat macam, yaitu wali nasab,
wali hakim, wali tahkim, dan wali maula.
1. Wali Nasab
Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang
akan melangsungkan pernikahan. 21Tentang urutan nasab terdapat perbedaan pendapat
diantara ulama Fiqih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas
keabsahan. Kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak menjadi wali.
Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama kemudian
ayah sampai keatas, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari
saudara-saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai keatas.
Imam Syafi`i memegangi keashabahan. Beliau berpendapat bahwa anak laki-
laki tidak termasuk ashabah seorang wanita. Menurut Imam Syafi`i, suatu pernikahan
baru dianggap sah, bila dinikahkan oleh wali yang dekat lebih dulu. Bila tidak ada
19Opcit. kompilasi hukum Islam di Indonesia (Cet I Jakarta 2013), h. 222
20Ilhim Bisri, Sistem hukum Indonesia (Cet; I , Jakarta Raja Grafindo Persada 2004),h. 44
21 Abdurahman Gazali, Fiqh Munakahat (Cet; I Jakarta Kencana , 2003),h. 169
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yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib. Maka selanjutnya bila wali jauh pun
tidak ada, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali.
Imam Abu Hanifah mengemukakan, semua kerabat si wanita itu, baik dekat
maupun jauh dibenarkan menjadi wali nikah. Al-Mughni berpendapat bahwa kakek
lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki, karena kakek
adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-
saudara lelaki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (Almaula), kemudian penguasa.
Urutan dari wali nasab ialah :
a. Ayah.
b. Kakek (Bapak ayah).
c. Ayah Kakek (ayah tingkat tiga) dan seterusnya ke atas.
d. Saudara laki-laki sekandung.
e. Saudara laki-laki seayah.
f. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
g. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.22
h. Paman sekandung (Saudara laki-laki ayah sekandung).
i. Paman seayah (Saudara laki-laki ayah seayah)
j. Anak laki-laki paman sekandung.
k. Anak laki-laki paman seayah.
l. Saudara kakek sekandung (Bapak ayah sekandung).
m. Saudara kakek seayah (Bapak ayah seayah).
n. Anak laki-laki saudara kakek sekandung.
o. Anak laki-laki saudara kakek seayah.
22 22Zahri Hamid, op. cit, hlm. 29-31.
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2. Wali Hakim
Wali hakim adalah wali yang ditugaskan atau ditunjuk khusus untuk
melakukan akad nikah, apabila wali nasab tidak ada.23Selain itu juga wali hakim
adalah kepala Negara yang beragama Islam, dan dalam hal ini biasanya kekuasanya di
Indonesia dilakukan oleh kepala pengadilan agama, ia dapat mengangkat orang lain
menjadi wali hakim (biasanya diangkat oleh Kepala Kantor urusan Agama
Kecamatan), untuk mengakadkan nikah yang berwali hakim. 24Dalam soal perkawinan
yang pertama kali berhak menjadi wali adalah wali akrab, ialah bapak atau kakek.
Selama wali akrab masih ada, maka wali nikah belum bias dipindahkan kepada wali
yang lain (wali ab’ad).
Bila ayah atau keluarga dekatnya tidak ada, maka Raja atau Amir atau
penguasa dapat menjadi walinya. Ada suatu kasus seoran wanita menemua Nabi SAW
dan meminta dirinya untuk dinikahkan, lalu dia dinikahkan dengan seorang lelaki
yang bahkan tidan dapat membayar mahar karena miskinnya. Pada waktu itu tidak ada
Wali dari keluarganya (Ayah atau keluarga lainnya), karena dia telah cukup dewasa
untuk memahami proses “pros dan cons” dari tindakan itu.
Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
a. Tidak ada wali nasab.
b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab dan wali ab`ad.
c. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92,5 km atau dua hari
perjalanan.
d. Wali aqrab dipenjara atau tidak bisa ditemui.
23 Ahmad Idris, fiqh Islam menurut Mazhab Syafi’I (Cet. I; Siliwangi Multazam , 1994),h. 77
24 Mohammad Rifa’ I, Ilmu fiqh Islam Lengkap (Cet. I; Semarang , PT. Karya Toha 1978), h.
459
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e. Wali aqrabnya adol.25
f. Wali aqrabnya mempersulit.
g. Wali aqrab sedang ihram.
h. Wali aqrabnya sendiri akan menikah.
i. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan  wali mujbir tidak
ada.
3. Wali Tahkim
Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri.
Adapun calon pengangkatanya (cara hakim) adalah calon suami mengucapkan  tahkim
dengan calon istri denga kalimat:
“Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si (calon istri)
dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Setelah
itu calon istri mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu
menjawab “saya terima tahkim ini”.
4. Wali Maula
Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikanya
sendiri. laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada didalam perwalianya
bilaman perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud terutama hamba
sahaya yang berada dibawah kekuasaanya.
5. Wali Mujbir
Bagi  orang yang kehilangan kemampuanya seperti orang gila, perempuan
yang belum mencapai umur Mumayyiz, termasuk diantaranya perempuan yang masih
gadis, maka boleh diakukan wali mujbir atas dirinya yang dimaksud berlakunya wali
25 Sayyid Sabiq, Fiqh As-sunnah (Cet. II; Bandung
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mujbir yaitu seorang wali berhak menikahkan perempuan yang diwakilakan diantara
golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga
bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridho atau tidaknya. Agama mengakui wali
mujbir itu karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan, sebab orang
tersebut kehilangan kemampuan sehingga tidak mampu memikirkan kemaslahatan
sekalipun untuk dirinya sendiri.
Apabila wali itu tidak mau menikahkan yang sudah baliq yang akan menikah
laki-laki yang sudah kufu, maka dinamakan wali adol. Apabila terjadi seperti itu,
maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim bukan wali ab’ad, karena adol
adalah zalim, sedangkan yang menghilangan sesuatu yang zalim adalah hakim. Tapi
jika adolnya sampai tiga kali berarti dosa besar dan fasiq maka perwalianya berpindah
kewali ab’ad. 26.
C. Syarat-Syarat Wali Nikah Dalam Mazhab Fikih
Para ulama Mazhab sepakat bahwa orang yang telah mendapat wasiat untuk
menjadi wali harus memenuhi kriteria yang telah disepakati oleh para Fuqoha.
Mengenai masalah syarat sahnya wali , kompilasi hukum Islam ( KHI), telah
mengatur dalam pasal 20 ayat 1 tentang perwalian yaitu:
“Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi
syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baliqh.
Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena
perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidak mampuan orang yang menjadi objek
perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat
26 Ibid, Kompilasi hukum Islam ( Cet; I Jakarta 2002),h. 45-46
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diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi
persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali ialah :
1. Islam
Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi
berdasarkan Firman Allah SWT (Q.S Al-Maidah: 51)
 ِﻤُْﻤﮭﱠﻟََﻮَﺘﯿْﻨَﻣَﻮٍﻀَْﻌﺑُءَﺎِﯿﻟَْوﺄُْﻤﮭُﻀَْﻌﺑَءَﺎِﯿﻟَْوﺄ َرﺎَﺼﱠﻨﻟاَوَدُﻮَﮭﯿْﻟااوُﺬِﺨﱠَﺘﺗَﻻاُﻮﻨَﻣاَءَﻦﯾِﺬﱠﻟاَﺎﮭﱡَﯾأَﺎﯾﯾِﺪَْﮭﯾََﻼﮭﱠﻠﻟﺎﱠِﻧﺈُْﻤﮭْﻨُِﻤﮭﱠِﻧَﺈﻔْﻤُﻜْﻨ
 َﻦﯿِِﻤﻟﺎﱠﻈﻟﺎَﻣَْﻮﻘْﻟا
Terjemahnya :
“Hai orang orang yang beriman, janganlah Engkau mengambil orang-orang
Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (Mu) sebahagian mereka
adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa diantara kamu
mengambil mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang
itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi pentunjuk
bagi orang yang dzalim.”
2. Laki laki
Seorang wali dalam pernikahan haruslah seorang laki-laki. Hal ini dikarenakan
laki-laki adalah orang atau pihak yang bisa melindungi sang wanita.
3. Dewasa (Baligh)
Baligh disini diartikan bahwa orang yang menjadi wali nikah haruslah sudah
mencapai akil baligh atau telah dewasa atau berusia lebih dari 15 tahun pada
umumnya.27Anak-anak yang belum baligh tidaklah sah menjadi wali meskipun ia
memiliki hak perwalian terhadap seorang wanita.
27 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet; VI. Jakarta Raja Grafindo Persada, 2003), h.
71
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4. Berakal
Orang gila dan anak-anak tidak sah menjadi wali, karena orang yang tidak
berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain,
sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut. Baik orang tidak
berakal itu keberadaanya yang masih kanak-kanak atau karna hilang ingatan atau
karna faktor usia.
5. Mempunyai hak perwalian
6. Tidak terdapat halangan perwaliannya atau Merdeka .
Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian budak, sebagian ulama
mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya
sendiri ataupun orang lain. Sedangkan ulama Hanafiah mengemukakan seorang wanita
boleh dinikahkan oleh seorang budak atas izinnya, dengan alasan bahwa wanita itu
dapat menikahkan diri nya sendiri .
7. Adil (Orang Fasik tidak sah menjadi Wali)
Telah dikemukakan wali itu disyaratkan adil, maksudnya adalah tidak
bermaksiat, tidak fasik, orang-orang baik, orang saleh, orang yang tidak
membiasakan diri berbuat munkar.28
Ada pendapat yang mengatakan bahwa adil diartikan dengan cerdas. Adapun
yang dimaksud dengan cerdas disini adalah dapat atau mampu menggunakan akal
pikiranya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya
28 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet; VI. Jakarta Raja Grafindo Persada, 2003), h.
71
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8. Tindak sedang Ihram Haji atau Umrah
Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh sunnah mengemukakan beberapa persyaratan
wali nikah sebagai berikut. Syarat-syarat wali ialah: merdeka, berakal sehat. Dan
dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-
orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain.
Syarat keempat umtuk menjadi wali nikah adalah beragama Islam, jika yang diajikan
wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya
orang Islam.29
Para ulama sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk
menjadi wali, dipersyaratkan harus baliqh, mengerti dan seagama, bahkan banyak dari
kalangan ulama mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.
Mazhab selain Imamiyah mengatakan: tidak ada perbedaan antara ayah, kakek, hakim
dan orang yang diberi wasiat, dimana tindakan yang mereka lakukan tidak dipandang
sah kecuali bila membawa manfaat. Pandangan serupa ini juga dianut oleh banyak
Ulama mazhab Imamiyah. Orang yang diberi wasiat, dimana tindakan yang mereka
lakukan tidak dipandang sah kecuali bila membawa manfaat. Pandanga serupa ini juga
dianut oleh membawa manfaat. Pandangan serupa ini juga dianut oleh banyak ulama
mazhab Imamiyah.30
Ahmad Rofiq dalam hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa syarat wali
adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan
29 Sayyid Sabid, fiqh sunnah (Cet; II. Jakarta 2001), h. 20-21
30 Abdurahman Gazaly, Fiqh Munakahat (Cet; VI Yogyakarta, Kencana prenada media
2010),h. 171-172
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perwalian. Ahmad Rofiq dalam Hukum Islam Di Indonesia menyatakan bahwa syarat
wali adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan
perwalian.31
Dalam terjemahan Khulasah kifayatul akhyar, disebutkan bahwa sayarat wali
atau saksi dalam pernikahan harus mempunyai 6 (Enam) syarat sebagaimana tersebut
diatas. Selain syarat-syarat tersebut dicantumkan pula beberapa catatan bagi wali atau
saksi yaitu sebagai berikut.
a. Orang yang rusak akalnya karena tua atau sakit tidak boleh menjadi wali.
Kewaliannya harus dipindahkan. Demikian juga menurut suatu pendapat
bahwa orang yang sangat bodoh tidak boleh menjadi wali; sebab tidak
mengerti kebaikan untuk dirinya apa lagi kebaikan untuk orang lain; seperti
anak kecil.
b. Budak tidak boleh menjadi wali, sebagai mana keterangan diatas.
c. Perempuan tidak boleh menjadi wali, sebagaimana keterangan diatas.
d. Dalam hal wali; harus orang Islam yang baik (tidak fasik).
e. Orang yang buta boleh menikahkan (menjadi wali), tidak ada perbedaan
pendapat sedang orang yang bisu, kalau bisa menikahkan dengan tulisan atau
isyarat yang bisa dipahami, boleh; kalau tidak, ia tidak berhak menjadi wali.
f. Syarat-syarat yang harus ada pada wali sebagaimana tersebut harus ada pada
kedua saksi. Pernikahan yang tidak ada 2 (dua) orang saksi, tidak sah. Saksi
harus bisa mendengar , mengetahui dan melihat.32
31 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet; I Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1995), h.84
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Saksi menurut bahasa berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri
sesuatu peristiwa (kejadian) sedangkan menurut istilah adalah orang yang
mempertanggungjawabkan secara apa adanya.
32 Moh Rifai Dkk, Khulashah Kifayatul Akhyar (Cet. I; Semarang: Cv. Toha Putra, 1978),
h.281-282
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BAB III
GENDER
A. Pengertian Gender
Istilah gender sering kali tumpah tindih dengan seks (jenis kelamin), padahal
dua kata itu merujuk pada bentuk yang berbeda. Seks merupakan pensifatan atau
pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat
pada jenis kelamin tertentu.1
Gender bisa diartikan sebagai ide dan harapan dalam arti yang luas yang bisa
ditukarkan antara laki-laki dan perempuan, ide tentang karakter feminism dan
maskulin, kemampuan dan harapan tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan
perempuan berperilaku dalam mengenai berbagai situasi. Ide-ide ini disosialisasikan
lewat perantara keluarga, teman, agama, dan media. Lewat perantara-perantara ini
gender terefleksikan kedalam peran-peran, situasi sosial, kekuasaan politik, dan
ekonomi antara laki-laki dan perempuan.
Sedangkan teori peran sosial menyatakan bahwa setiap masyarakat memiliki
pekerjaan dan peran yang berbeda. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan
merupakan hasil dari kesempatan, tantangan, pengalaman dan keterbatasan yang
berbeda sehingga perannya juga berbeda. Yang terpenting kedua teori ini sepakat pada
perbedaan gender. Seperti teori evolusi, teori peran sosial setuju bahwa beberapa
perbedaan jenis kelamin biologis menyebabkan pembagian kerja antara jenis kelamin.
Ribuan tahun yang lalu, realita biologis reproduksi untuk perempuan dan
keuntungannya lebih besar pada laki-laki. Dan sebagai hasilnya perempuan dan laki-
laki mencari pasangan dari pada menyesuaikan stereotipe mereka masing-masing.
1Erna Surjadi, Gender Skateboard (Cet; I Jakarta 2011), h. 10-13
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Dalam kesehariannya laki-laki dipandang lebih kuat secara fisik. Sehingga
masyarakat menciptakan suatu pemikiran bahwa laki-laki adalah penguasa. Dan
perempuan tunduk akan hal itu. Di sisi lain laki-laki berperan untuk mencari nafkah
dan perempuan berperan untuk mengasuh anak.2
Term gender secara kebahasaan, (jenis kelamin), yang membedakan segala
aspek antara laki-laki dan erempuan, baik dari segi perbuatan, perilaku, usaha, dan
aktivitas.3 Dengan demikian, gender merupakan suatu istilah untuk membedakan
kaum laki-laki dan perempuan dalam aspek tertentu, terutama perbedaan segi “Sex”
jenis kelamin.
Istilah gender adalah kata kunci dan perlu di ungkapkan, karena
ketidaksepakatan atas apa yang dimaksud dengan gender akan terjadi kemungkinan
kekeliruan dan kesulitan mengimplementasikan posisi dan peran perempuan. Melalui
penentuan jenis kelamin secara biologis ini maka dikatakan bahwa seseorang akan
disebut berjenis kelamin laki-laki jika ia memiliki penis, jakun, kumis, janggut, dan
memproduksikan sperma. Sementara seseorang disebut berjenis kelamin perempuan
jika ia menpunyai vagina dan rahim sebagai alat reproduksi, memiliki alat untuk
menyusui (payudara) dang mengalami kehamilan dan proses melahirkan.4
Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan
(distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara
laki-laki dan peremepuan yang berkembang dalam masyarakat.
2Dimyati, Gender belajar dan menguak fenomena gender dalam masyarakat (Cet I  Jakarta
2013), h  2
3Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta; Balai Pustaka,
2002) h, 353.
4Salmah Intan, sorotan terhadap gender dan kontroversi kepemimpinan perempuan (cet, 1.
Makassar; Alauddin University Press, 2013). h. 10-11
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Mengacu pada pendapat Mansour Faqih, gender adalah suatu sifat yang
melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun
kultural. Misalnya bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, dan
sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan tidak
boleh menangis. Perubahan cirri dan sifat tersebut dapat terjadi dari waktu dan dari
tempat ketempat yang lain, juga perubahan tersebut bisa terjadi dari kelas ke kelas
masyarakat yang berbeda. Semua hal yang dapat di pertukarkan antara sifat
perempuan dan laki-laki yang bisa berubah, baik itu waktu maupun kelas.
Masih dalam buku yang sama, Mansour Faqih mengungkapkan bahwa sejarah
perbedaan gender terjadi melalui proses yang sangat panjang. Perbedaan gender
terbentuk oleh banyak hal yang disosialisasikan, diajarkan yang kemudian diperkuat
dengan mengkonstruksikan baik secara maupun Kultural. Melalui proses panjang
tersebut pada akhirnya diyakini sebagai sesuatu yang kodrati baik bagi kaum laki-laki
maupun perempuan, hal ini kemudian direflesikan sebagai sesuatu yang dianggap
alami dan menjadi identitas gender yang baku. Identitas gender adalah defenisi
seseorang tentang dirinya sebagai laki-laki atau perempuan yang merupakan interaksi
kompleks antara kondisi biologis dan berbagai karakteristik perilaku yang
dikembangkan sebagai hasil proses sosialisasi.5
Pengertian gender yang lebih kongkrit dan lebih operasional di kemukakan
oleh Nasaruddin Umar bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk
member identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain anatara laki-laki dan
perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa
5 Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Cet; III Yogyakarta ,pustaka
pelajar 2007).h, 8-9
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sosial. Lebih lanjut Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa penentuan peran gender
dalam berbagai sistem masyarakat, kebanyakan merujuk kepada tinjauan biologis atau
jenis kelamin. Masyarakat selalu berlandasan pada diferensasi antara laki-laki dan
perempuan. Organ tubuh yang dimilki oleh perempuan sangat berperan pada
pertumbuhan kematangan emosional dan berpikirnya. Perempuan cenderung tingkat
emosionalnya agak lambat. Sementara laki-laki yang mampu memproduksikan dalam
dirinya hormone testosterone membuat ia lebih agresif dan lebih objektif. 6
Istilah gender menurut Oakley (1972) berarti perbedaan atau jenis kelamin
yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Sedangkan menurut Caplan (1987)
menegaskan bahwa gender merupakan perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan
selain dari struktur biologis, sebagaian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan
kultural. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi lelaki dan perempuan
yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing.7
Menurut para ahli lainnya seperti Hilary M Lips mengartikan gender
mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan
perempuan (Cultural Expectations for women and men). H.T Wilson mengartikan
gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan
perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka
menjadi laki-laki dan perempuan. Sedangkan Linda L. Lindsey menganggap bahwa
semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan
perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (What a given society defines as
masculine or frminim is a compenent of gender)  Elaine Showalter menegaskan bahwa
6Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an (Cet; I Jakarta,
Paramadina , 2001). h, 35
7Zainuddin, Gender dalam Ilmu sosial (Cet; I Surabaya , 2006).h, 1
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gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi
sosial budaya.8
John M. Echols dan Hasan Sadhily mengemukakan kata gender berasal dari
bahasa inggris yang berarti jenis kelamin. Secara umum, pengertian gender adalah
perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan
tingkah laku.9
Zaitun Subhan mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan gender adalah
konsep analisis yang dipergunakan untuk menjelaskan sesuatu yang didasarkan pada
pembedaan laki-laki dan perempuan karena konstruksi sosial budaya.10
Gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan
karakteristik maskulin dan feminisme. Irwan Abdullah mengemukakan bahwa gender
berbeda dari seks dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis.
Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk
menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki mempunyai sifat bawaan (ciptaan
Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial).11 Gender adalah perbedaan peran,
fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil
konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Baron
mengartikan bahwa gender merupakan sebagian dari konsep diri yang melibatkan
identifikasi individu sebagai seorang laki-laki dan perempuan.
8Nasarudin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an (Cet; I Jakarta,
Paramadina , 2010). h, 30
9 John M. Echols, Kamus inggris Indonesia (Cet XII Jakarta, PT Gramedia 1983).h, 265
10 Zaitunah Subhan, Gender dalam perspektif Islam dalam jurnal akademika (Vol 06, No.2,
Maret, h. 128
11 Irwan Abdullah, Seks, gender, dan reproduksi kekuasaan (Cet I , Yokyakarta; Tarawang
Press 2001).h, 191
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Dari pengertian gender menurut para ahli di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan
perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau
lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Artinya perbedaan
sifat, sikap, dan perilaku yang dianggap khas perempuan atau khas laki-laki atau yang
lebih populer dengan istilah feminitas dan maskulinitas, terutama merupakan hasil
belajar seseorang melalui suatu proses sosialisasi yang panjang di lingkungan
masyarakat, tempat ia tumbuh dan dibesarkan.12
Sedangkan pengertian gender dalam hukum Islam secara umum gender di
maknai sebagai perbedaan yang bersifat sosial budaya yang merupakan  nilai yang
mengacu pada sistem hubugan sosial yang membedakan fungsi serta peran perempuan
dan laki-laki dikarenakan perbedaan biologis atau kodrat yang oleh masyarakat
kemudian dibakukan menjadi budaya dan seakan tidak lagi bisa ditawar. Apabila
kemudian dikuatkan oleh nilai ideologi, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya.
Atau dengan kata lain gender adalah nilai dikonstruksikan oleh masyarakat setempat
yang telah mengakar dalam bahwa sadar kita seakan mutlak dan tidak bisa diganti
lagi.
Gender adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk masyarakat tentang
bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkahlaku maupun
berpikir. Misalnya pandangan bahwa seorang perempuan ideal harus pandai memasak,
pandai merawat diri, lemah lembut, atau keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk
yang sensitif. Emosional selalu memakai perasaan. Sebaliknya seorang laki-laki sering
12M Subkhi Ridlo, Agama dan demokrasi, lembaga studi Islam dan Politik LSIP (Cet; I
Yogyakarta 2007).h, 22
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dilukiskan berjiwa pemimpin, pelindung, kepala rumah tangga, rasional dan tegas.
Islam telah memberi aturan yang rinci berkenaan dengan peran dan fungsi masing-
masing dalam menjalani kehidupan ini. Terdapat perbedaan dan persamaan yang tidak
bisa dipandang sebagai adanya kesetaraan atau ketidaksetaraan gender. Pembagian
tersebut semata-mata pentingnya dalam upaya tercapainya kebahagian yang hakiki
dibawah keridhoan Allah semata. Islam telah memberikan hak-hak perempuan secara
adil, kaum perempuan tidak perlu meminta apalagi menuntut atau
memperjuangkannya.
Pada dasarnya gender dalam perpektif Islam menganggap kaum perempuan
mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki yaitu sebagai hambah Allah.
Sebagaimana dalam (Q.S An Nahl; 97).
                        
          
Terjemahanya:
“Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit
disebabkan aa yang mereka kerjakan.”13
Jadi kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki
sama-sama menikmati status, kondisi atau kedudukan yang setara sehingga terwujud
secara penuh hak-hak dan potensinya bagi pembangunan disegala aspek kehidupan
berkeluarga, berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Islam mengamanahkan manusia
untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan baik
sesama umat manusia maupun dengan lingkungan alamnya.
Konsep relasi gender dalam Islam lebih dari sekedar mengatur keadilan gender
dalam masyarakat, tetapi secara teologis mengatur pola relasi mikrokosmos (Manusia)
13Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya (Jakarta: PT Bumi Restu, 1978), .h. 124
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makrokosmos (alam) dan Tuhan. Hanya dengan demikian manusia dapat menjalankan
fungsingnya sebagai khalifah dan hanya khalifah yang sukses yang dapat mencapai
derajat abdi sesungguhnya.
Islam mengenalkan konsep relasi gender yang mengacu pada ayat-ayat Al-
Qur’an substansi yang sekaligus menjadi tujuan umum syariah antara lain
mewujudkan keadilan  dan kebajikan. Sebagaimana dalam surat (An-Nahl 16/90).
                     
             
Terjemahanya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh (Kamu) berlaku adil, dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.14
Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam
menjalankan peran Khalifah dan hamba. Soal peran sosial dalam masyarakat tidak
ditemukan ayat Al-Qur’an dan hadis yang melarang perempuan aktif didalamnya.
Sebaliknya Al-Qur’an dan hadis yang banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan
aktif menekuni berbagai profesi.
Dengan demikian keadilan gender adalah suatu kondisi adil bagi perempuan
dan laki-laki untuk dapat mengaktualisasikan dan memdedikasikan diri bagi
pembangun bangsa dan negara. Keadilan dan kesetaran gender berlandasan pada
prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Tuhan
yakni:
1. Laki-laki dan perempuan akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai
dengan pengabdianya.
14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya. h. 129
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2. Sebagai Khalifah
3. Penerima perjanjian primordial (perjanjian dengan Tuhannya)
4. Adam dan hawa dalam cerita terdahulu.
Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan dan keadilan gender
serta memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritiul
maupun karir professional. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang
sama dalam meraih prestasi yang optimal. Namun dalam realitas masyaratkan konsep
ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi karena masih terdapat sejumlah
kendala, terutama kendala budaya.
Tujuan Al-Qur’an adalah terwujudkan keadilan bagi masyaratkan. Keadilan
dalam masyarakat mencakup segala segi kehidupan umat manusia baik sebagai
individu maupun sebagai anggota masyarakat. Al-Qur’an tidak mentolerir segala
bentuk penindasan baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa,
kepercayaan maupun jenis kelamin. Dengan demikian terdapat suatu hasil pemahaman
atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan.
Di dalam ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadis nabi yang merupakan sumber
ajaran Islam terkandung nilai-nilai Universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan
manusia dulu, kini dan yang akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai
kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan. Berkaitan dengan nilai keadilan dan
kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan dan perlakuan
diskriminasi diantara umat manusia. Berikut ini yang diketahui mengenai kesetaraan
gender dalam Al-Qur’an.15
15 Nasaruddin Umar, Qur’an untuk Perempuan (Cet; I , Jakarta 2003).h, 4-5
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Gender adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk masyarakat tentang
bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkahlaku ataupun
berpikir. Misalnya pandangan bahwa seorang perempuan ideal harus pandai memasak,
pandai berpikir. Misalnya pandangan bahwa seorang perempuan ideal harus pandai
memasak, pandai merawat diri, lemah lembut atau keyakinan bahwa perempuan
adalah makhluk yang sensitive, emosional selalu memakai perasaan. Sebaliknya
seorang laki-laki sering dilukiskan pemimpin, pelindung, kepala rumah tangga,
rasional dan tegas.
B. Aliran-aliran dalam Gender
Feminisme berasal dari bahasa latin yang berarti perempuan. Menurut Kamla
Bhasin dan Nighat Said Khan, feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan
pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam
keluarga, serta tindakan sadar perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan
tersebut. Sedangkan menurut Yunahar Ilyas, feminism adalah kesadaran akan
ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun
masyarakat. Dalam teori-teori feminisme pusat perhatian tertuju pada masalah-
masalah mendasar tentang perempuan dengan isu utama keadilan gender. Dengan
demikian yang dimaksud dengan feminisme adalah paham atau teori tentang keadilan
gender dan yang dimaksud dengan feminisme adalah orang-orang yang menyadari
bahwa perempuan telah diperlakukan tidak adil dan berusaha mengubah keadaan
tersebut .16
16Siti Musdah Mulia, Keadilan dan kesetaraan Gender (Cet; II Jakarta Pusat; lembaga kajian
Agama dan Jender , 2003). h, 60
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. Feminisme pada awalnya adalah sebuah gerakan sosial yaitu pergerakan
perempuan yang menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas untuk menuntut hak dan
keadilan bagi perempuan.17
1. Femenisme Liberal
Feminisme liberal ialah pandangan untuk menempatkan perempuan yang
memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa
kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia pribadi
dan public. Setiap manusia demikian menurut mereka punya kapasitas untuk berpikir
dan bertindak secara rasional, begitu pula perempuan. Akar ketertindasan dan
keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan
itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing didunia
dalam rangka persaingan bebas dan punya kedudukan setara dengan laki-laki
disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. perempuan harus mempersiapkan
diri agar mereka bisa bersaing didunia dalam rangka persaingan bebas dan punya
kedudukan setara dengan lelaki .
2. Feminisme Radikal
Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan
terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan
oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu feminisme radikal mempermasalahkan
antara lain tubuh serta hak-hak reproduki, seksualitas (termasuk lesbianisme)
seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik. Menjadi
gagasan anyar yang mampu menjangkau permasalahan perempuan sampai ranah
privat, masalah yang dianggap paling tabu untuk diangkat kepermukaan .
17 Mardety Mardianysah, Sekilas tentang Feminisme (cet; 1 Surabaya 2016 ). h, 20-22
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3. Feminism post Modern
Ide posmos ialah ide yang arti absolute dan anti otoritas, gagalnya modernitas
dan pemilahan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena penentanganya pada
penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender
tidak bermakna identitas atau struktur sosial.18
4. Feminisme Anarkis
Feminisme anarkisme lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-
citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan sistem patriartki-dominasi
lelaki adalah sumber permasalahan yang segera mungkin harus dihancurkan.
5. Feminisme Marxis
Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme.
Asumsinya sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara
produksi. Teori Friedrich Engels dikembangkan menjadi landasan aliran ini status
perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaan pribadi (Private property). Kegiatan
produksi yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi
keperluan pertukaran (exchange). Laki-laki mengontrol produksi untuk exchange dan
sebagai konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial. Sedangkan
perempuan direduksi menjadi bagian dari properti. Sistem produksi yang berorientasi
pada keuntungan mengakibatkan terbentuknya kelas dalam masyarakat. Jika
kaiptalisme tumbang maka struktur masyarakat dapat diperbaiki dan penindasan
terhadap perempuan dihapus.
Kaum feminisme Marxiz, meganggap bahwa negara bersifat kapitalis yakni
menganggap bahwa negara bukan hanya sekedar institusi tetapi juga perwujudan dari
18 Tong, Putnam Rosemarie, Pengantar Paling Komperensif Kepada Arus Utama Pemikiran
Feminis (Cet, II; Yogyakarta: Jalasutra 2009), h. 78
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interaksi atau hubungan sosial. Kaum Marxis berpendapat bahwa negara memilki
kemampuan untuk memelihara kesejahteraan, namun disisi lain, negara bersifat
kapitalisme yang menggunakan sistem perbudakan kaum wanita sebagai pekerja.
6. Feminisme Sosialis
Sebuah paham yang berpendapat “Tak ada sosialisme tanpa pembebasan
perempuan, tak ada pembebasan perempuan tanpa sosialisme”. Femonisme sosialis
berjuang untuk menghapuskan sistem pemilihan. Lembaga perkawinan yang
melegalisir pemilik pria atas harta dan pemilihan suami atas istri dihapuskan seperti
ide Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa pembedaan gender.
Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran
ini mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak
akan berubah jika kapitalisme runtuh. Kritik kapitalisme harus disertai dengan kritik
dominasi atas perempuan.19 Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan
gender untuk memahami penindasan perempuan. Ia sepaham dengan feminisme
marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber penindasan perempuan. Akan tetapi,
aliran feminis sosialis ini juga setuju dengan feminism radikal yang menganggap
patriarki lah sumber penindasan itu. Kapitalisme dan patriarki adalah dua kekuatsan
yang saling mendukung. Seperti di contohkan Nancy Fraser di Amerika Serikat
keluarga inti di kepalai oleh laki-laki dan ekonomi resmi di kepalai oleh negara karena
peran warga negara dan pekerja adalah peran maskulin, sedangkan peran sebagai
konsumen dan pengasuh anak adalah peran feminim. Agenda perjuangan untuk
memeranginya adalah menghapuskan kapitalisme dan sistem patriarki. Dalam konteks
19 Yonathan Rahardjo, Perempuan (Bandung: Medium 2011), h. 13
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Indonesia, analisis ini bermanfaat untuk melihat problema-problema kemiskinan yang
menjadi beban perempuan.
7. Feminisme Postkolonial
Dasar pandangan ini berakar di penolakan Universitas pengalaman perempuan.
Pengalaman perempuan yang hidup di negara dunia ketiga (koloni/bekas koloni)
berbeda dengan perempuan berlatar belakang dunia pertama. Perempuan dunia ketiga
menanggung beban penindasan anatar bangsa, suku, ras, dan agama. Dimensi
kolonialisme menjadi fokus utama feminisme poskolonial yang pada intinya
menggugat penjajah, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang, maupun
mentalitas masyarakat.
8. Feminisme Nordic
Kaum feminis Nordic dalam menganalisis sebuah negara berbeda dengan
pandangan feminis marxis maupun radikal. Nordic yang lebih menganalisis feminisme
bernegara atau politik dari praktek-praktek yang bersifat mikro. Kaum ini
menganggap bahwa kaum perempuan harus berteman dengan negara, karena kekuatan
atau hak politik dan sosial perempuan terjadi melalui negara yang didukung oleh
kebijakan sosial negara.20
9. Femenisme Islam
Sebelum dibahas kedudukan wanita dalam Islam, perlu diketahui bagaimana
kedudukan wanita sebelum Islam. Dalam peradaban Yunani dan Romawi kuno
perempuan dianggap tak lebih dari hewan, dianggap komoditas, pemuas nafsu dan
dianggap sebagai makhluk yang tidak berarti yang tidak akan dikasihi para dewa,
20Mansour Fakih,Analisis Gender dan Transformasi sosial (Cet; XIII  Yogyakarta Desember ,
2010), h. 84-87
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orang yunani memposisikan wanita pada kasta ketiga yaitu kasta terendah dalam
masyarakat yunani kuno. Dan mereka menerapkan hukum semena-mena terhadap
perempuan.21
Akan tetapi Islam datang memberikan kedudukan penting baik dalam undang-
undang maupun dalam persamaan hak dengan kaum laki-laki, jadi tidak ada
diskriminasi bagi perempuan. Kesamaan hak dalam Islam diatur secara jelas dalam
Al-Qur’an yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu:
a. Kesamaan dalam hak asal penciptaan
b. Kesamaan dalam hal taklif dan pahala. Islam menyamakan laki-laki dan
perempuan dihadapan syariat dan pahala tanpa ada diskriminasi
c. Kesamaan dalam hal hudud dan sanksi syariat. Sebagai contohnya adalah
sanksi bagi orang yang melakukan zina itu terdapat dalam QS.AnNur ayat 2-4.
Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang berzina harus di hukum
(sesuai ketentuan Penjelasan dalam ayat tersebut)
d. Persamaan dalam hak menggunakan harta dan kepemilikan harta. Setiap laki-
laki dan perempuan yang telah baligh dan berakal memiliki hak secara hukum
untuk menggunakan apa yang dia miliki secara bebas, seperti dalam hal
menjual, hibah, wasiat, sewa menyewa mewakilkan pada orang.22Dengan
demikian jelaslah bahwa Islam tidak membedakan hak-hak perempuan
21Patel Ismail Adam, Perempuan ,Feminis, dan Islam (Cet I; PustakaThariqul Izzah, 2005),
h.12
22Zaki Albarudhisyeh, TafsirWanita Alkautsar (Cet I; Pondok Rangeng: Jakarta, 1995), h.4-8
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terhadap laki-laki, memang ada kekhususan hukum yang berlaku bagi
perempuan dan tidak berlaku bagi laki-laki23.
Wanita adalah setengah masyarakat , jika kaum wanita tidak berfungsi berarti
separuh kehidupan manusia tidak berfungsi, wanita juga mempunyai pengaruh yang
luar biasa melebihi jumlahnya jika wanita tidak diberikan kebebasanya untuk
menjalankan fungsinya maka wanita juga tidak bisa melakukan kuwajiban-
kuwajibanya semaksimal mungkin. Untuk mewujudkan fungsi separuh masyarakat
dalam kategori masyarakat yang baik maka wanita mempunyai kuwajiban yang harus
dipenuhi antara lain:
1. Kewajiban terhadap agama, yang dimaksud adalah kuwajiban untuk
membuktikan ketinggia Islam di atas nilai, ideology dan tatanan hidup lainya
dengan cara :memiliki akhlaqul karimah, meningkatkan ilmu dan kecerdasan
serta memperbanyak amal, gerak, dan perjuangan yang baik.
2. Kewajiban terhadap pribadinya, yang dimaksud adalah kuwajiban yang harus
dipenuh terhadap diri sendiri agar kwalitas pribadinya semakin baik hal ini
menyangkut dengan jasmani dan rohani. Adapun kwajiban jasmani
diwujudkan dengan cara menjaga kesehatan diri, keluarga serta lingkungan
sedangkan kwajiban rohani diwujudkan dengan cara membersihkan hati dari
sifat-sifat tercela.
3. Kewajiban terhadap rumah tangga, yang dimaksud adalah kuwajiban yang
harus dilaksanakan terhadap rumah tangga. Dalam hal ini wanita harus
mempunyai pengetahuan yang banyak untuk menjalankan peran dalam rumah
23kadarusman, Agama Relasi Gender& Feminisme (Cet II; KreasiWacana: Yogyakarta,2005),
h. 57
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tangga sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai teman hidup serta sebagai
penenang suami dalam hidup.
4. Kewajiban terhadap masyarakatnya, maksudnya adalah kuwajiban yang harus
dipenuhi terhadap masyarakat. Artinya mempunyai peran dalam kehidupan
social, wanita harus berperan aktif dalam berinteraksi sosial dengan orang lain
sesuai dengan kodratnya misalnya aktif dalam bidang pendidikan, organisasi
social agter penting antara lain: mempermudah urusan hidup, membangun
kepribadian wanita, menuntut ilmu, berbuat baik, beramar ma’ruf nahi munkar,
menyeru agama, berjihad di jalan Allah, melaksanakan kegiatan profesi dll.24
Pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan yang
dianggap sebagai penindasan, diskriminasi menurut versi perempuan barat. Dengan
pandangan yang seperti itu perempuan barat menuntut dan meperjuangkan persamaan
untuk menghilangkan perbedaan melalui pembentukan gerakan-gerakan feminis
antara lain Liberal, Radikal, Marxisme, Sosialis.
Dalam pandangan Islam feminisme bukanlah sebuah cara untuk memperbaiki
keadaan perempuan akan tetapi Islam telah mengatur, telah menjelaskan secara jelas
kedudukan, peran dan fungsi perempuan dalam keluarga, masyarakat dan negara.
Gugatan yang dilancarkan oleh gerakan feminisme pada intinya dilakukan oleh
perempuan yang kurang tahu tentang hak dan kuwajiban yang sudah diatur dalam
ajaran Islam. Dan bagi perempuan yang sudah mempelajari serta mendalami ajaran
Islam dengan baik dan benar mereka malah bersyukur karena ajaran Islam telah
mengatur hak dan kewajiban perempuan secara rinci dan jelas.
24Halim Abu Syuqqoh Abdu, Kebebasan Wanita (Cet II; GemaInsani Press: Jakarta1999), h.
37-38
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Dan pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan merupakan dua unsur yang
saling membutuhkan satu sama lain, saling mengisi saling melengkapi, kalau toh ingin
kesamaan Islam telah mengaturnya kapan laki-laki dan perempuan sama dan kapan
secara hukum berbeda.
C. Pandangan Gender Dalam Kedudukan Wali Nikah
Defenisi gender sering kali membingungkan orang, istilah ini mungkin baru
bagi kalangan tertentu, sehingga sering disalah pahami. Secara literal, di dalam
kamus-kamus bahasa Inggris, istilah ini dimaknai sebagai jenis kelamin. Namun jenis
kelamin yang dimaksud adalah jenis kelamin sosial, budaya, politik, serta keagamaan
yang didasarkan pada fisik perempuan dan laki-laki. Jadi gender merupakan kajian
tentang tingkah laku perempuan dan hubungan  sosial laki-laki dan perempuan.
Gender berbeda dari seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat
biologis.25
Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak
melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan
gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama
terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur
dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.
Perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai
manifestasi ketidakadilan yang ada. Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa
dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan, saling mempengaruhi
secara dealiktis.26
25 Syafiq Hasyim, Babas dari Patriarkisme Islam (Cet; I, Depok KataKita, 2010), h. 35-36
26 Mansor Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial(Cet; VIIII, Yogyakarta Maret
2012), h.12-13
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Penjelasan di atas jika dihubungkan dengan kedudukan wali sangat
berhubungan. Konsep wali memaksa menikahkan anak perempuannya tanpa meminta
persetujuan dari anak tersebut maka itu bisa merenggut hak perempuan untuk memilih
jodohnya sendiri. Hal ini jika dikaitkan dengan kesetaraan gender tentu merupakan
perbuatan diskriminatif terhadap seorang perempuan karena mengakibatkan jalan
buntu bagi hak reproduksi termasuk memilih pasangan hidupnya, dengan adanya wali
perempuan seperti haknya diragukan, diperlukan lebih rendah, dianggap tidak mampu,
dibedakan derajatnya, dan lain sebagainya. Dalam teori feminisme, permasalahan
penindasan terhadap perempuan dalam kaitanya dengan soal seksualitas, keluarga,
kerja, hukum, pokitik, budaya, dan seni sejauh ini tidak dialkukan melalui berbagai
kajianatau studi, tapi justru lewat sebuah perjuangan gerakan perempuan. Kalaupun
terdapat wacana-wacana feminism yang berkaitan dengan isu-isu perempuan,
peroduksi wacana tersebut sering dikritik hanya sebagai cuplikan-cuplikan dari
pemikir besar yang saat itu memang sedang mendunia.27
27Gadis Arivia, Filsafat Berperspektif Feminis (Cet; II, Jakarta Selatan: Yayasan Jurnal
Perempuan 2003), h. 81-82
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BAB IV
ANALISIS PANDANGAN MAZHAB DALAM KEDUDUKAN WALI NIKAH
PERSPEKTIF GENDER
A. Dalil-dalil Hukum Wali Nikah
Keberadaan seorang wali nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad
perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam
perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.1
Hal ini sesuai dengan beberapa Hadis Rasulullah saw berikut:
1. Dalil As-sunnah
a. Dari Abu Burdah bin Musa r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda: HR. Ahmad No.
25035 yang berbunyi:
 َحﺎَﻜِﻧ َﻻ ﱟﻲِﻟَﻮِﺑ ﱠﻻِإ2
Artinya:
“Tidak sah Nikah tanpa Wali.” (HR. Ahmad).
b. Dari Aisyah r.a, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan
Imam Ahmad: No 2/169
 نذإ ﺮﻴﻐﺑ ﺖﺤﻜﻧ ةأﺮﻣا ﺎﻤﻳأ ﻢﻠﺳ و ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر لﺎﻗ ﺖﻟﺎﻗ ﺎﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﺔﺸﺋﺎﻋ ﻦﻋ ﺎﻬﺣﺎﻜﻨﻓ ﺎﻬﻴﻟو
ﻠﺴﻟﺎﻓ اوﺮﺠﺘﺷا نإ و ﺎﻬﺟﺮﻓ ﻦﻣ بﺎﺻأ ﺎﻤﺑ ﺎﻫﺮﻬﻣ ﺎﻬﻠﻓ ﺎﻬﺑﺎﺻأ نﺈﻓ ﻞﻃﺎﺑ ﺎﻬﺣﺎﻜﻨﻓ ﻞﻃﺎﺑ ﺎﻬﻟ ﻲﻟو ﻻ ﻦﻣ ﻲﻟو نﺎﻄ
ﻢﺣأ ﻩاور)(٣
1Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munkahat dan
Undang-Undang perkawinan. (cet V, Jakarta 2014),h. 69
2Dawd, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Nikah No. 1785; al Turmuzi, Sunan al-Turmuzi Kitab al-
Nikah No 1020: Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, Kitab al-Nikah No 1870 , 1871; Ahmad, Musnad
Ahmad, Musnah kifiyin No.18697, (cet III, Kairo ; dar al-Fath Li al-I’Iam al-Arabiy, 1990 M / 1410 M),
h, 240
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Artinya :
“Dari Aisyah r.a , ia berkata Rasulullah bersabda “ Perempuan mana saja yang
menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya
batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar,
dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka
sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada ada walinya”.
(Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad).4
Hadis Aisyah ini jelas membatalkan nikah tanpa izin wali. Hal ini
menunjukkan bahwa kalau suatu pernikahan dilangsungkan atas seizing wali, hokum
pernikahan tersebut adalah sah. Hadis tersebut tidak menerangkan bahwa izin wali
harus diperoleh sebelum akad nikah. Ini menunjukkan bahwa izin wali dapat diminta
sebelum atu sesudah berlangsung akad nikah. Jelaslah bahwa hadis tersebut
menggantungkan sahnya akad nikah pada keizinan wali secara umum, baik izin itu
diperoleh sebelum atau sesudah berlangsung nya akad nikah. Tegasnnya, hadis
tersebut menunjukkan sahnnya akad nikah tanpa wali asalkan saja ada izinnya.
c. Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Daraqutni dan Baihaqi :
No. 3540
 َﻻَو َةَأْﺮَﻤْﻟا ُةَأْﺮَﻤْﻟا ُجﱢوَﺰُـﺗ َﻻ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻘَﻟَﺎﻗ َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ﻲَِﺑأ ْﻦَﻋ َﺔَِﻴﻧاﱠﺰﻟا ﱠنَِﺈﻓ ﺎَﻬَﺴْﻔَـﻧ ُةَأْﺮَﻤْﻟا ُجﱢوَﺰُـﺗ
ﺎَﻬَﺴْﻔَـﻧ ُجﱢوَﺰُـﺗ ﻲِﺘﱠﻟا َﻲِﻫ
Artinya :
“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah bersabda “Tidaklah wanita
menikahkan wanita dan tidaklah wanita menikahkan dirinya, karena wanita
yang berzina adalah yang menikahkan dirinya.5
4Bakri A. Rahman dkk, Hukum Perkawinan menurut Islam Undang-Undang perkawinan dan
Hukum Perdata/ BW (Cet I, Jakarta 1993), h. 27-28
5 Ibrahim Hosen fiqh perbandingan masalah pernikahan (Cet I Jakarta Pustaka Firdaus  Juni
2003), h. 166
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2. Dalil-dalil Al-Qur’an
a. Al-Qur’an surah al-Baqarah 2/232:
                           
                         
        
Terjemahannya :
“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan
bakal suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan diantara kamu kepada
Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah
mengethaui, sedang kamu tidak mengetahui.”6
b. Al-Qur’an surah al-Baqarah 2/ 221:
                      
                    
                               
  
Terjemahannya:
“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik
dari pada wanita yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan
janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan orang-orang
mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin
lebih baik dari pada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak kesurga dan
ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya
(perintah-perintah-nya) kepada manusia supaya mereka mengambil
pelajaran.7
6 Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta :PT Bumi Restu, 1978),h. 63
7Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta :PT Bumi Restu, 1978),h. 56.
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c. Al-Qur’an surah AN-Nuur 24/ 32:
                           
       
Terjemahannya:
“Dan kawinlah orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan
hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan karunia-nya. Dan Allah maha luas
(pemberian-nya) lagi maha mengetahui.8
B. Metode Pengambilan Hukum Mazhab Fikih
Dalam menentukan hukum atau cara menarik hokum dari dalil-dalilnya, para
Imam Mazhab dalam mengambil hukum atau yang dikenal dengan (Istimbath) dalil-
dalilnya selalu berbeda sesuai dengan metode sendiri.9
1. Metode Istinbath Mazhab Syafi’i
Imam syafi’i sebagai imam Rihalah fi thalab al-fiqh, pernah pergi ke hijaz
untuk menuntut ilmu kepada imam Malik dan pergi ke Irak untuk menuntut ilmu
kepada Muhammad ibn Al-Hasan, salah seorang murid Imam Abu Hanafi. Karena itu,
meskipun Imam Syafi’i digolongkan sebagai seorang yang beraliran ahlul hadits,
namun pengetahuannya tentang fiqh ahlu al-ra’yu tentu akan memberikan pengaruh
kepada metodenya dalam menetapkan hukum.
Imam Syafi’i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan qaul al-qadim
dan Qaulal-Jadid. Qaul qadim terdapat dalam kitab nya yang berjudul Al-Hujjah,
yang dicetuskan di qaul jadid terdapat dalam kitab nya yang berjudul Al-umm, yang
dicetuskan di Mesir.
8Kementerian Agama RI, AlqurandanTerjemahnya, h. 549
9 Sariah Efendi, Ushul fiqh (Yokyakarta: LEKPIM Mitra Pustaka, 2000), h. 138
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Qaul jadid Imam Syafi’i merupakan perpaduan antara fiqh Irak yang bersifat
rasional dan fiqh ahlul hadits yang bersifat tradisional. Tetapi fiqh yang demikian akan
lebih sesuai dengan ulama-ulama yang datang dari berbagai Negara Islam ke Mekkah
pada saat itu, mengingat situasi dan kondisi Negara-negara yang sebagian ulamanya
datang ke Mekkah  pada waktu itu berbeda-beda satu sama lain. Qaul jadid dicetuskan
setelah bertemu dengan para ulama. Mesir dan mempelajari fiqh dan hadits dari
mereka serta adat istiadat, situasi dan kondisi di Mesir pada waktu itu, sehingga Imam
Syafi’i merubah sebagian hasil ijtihadnya yang telah difatwakannya di Irak.
Adapun pegangan Iman Syafi’i dalam menetapkan hukum Al-Qur’an, sunnah,
Ijma, dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi’i dalam kitabnya,
Ar-Risalah, sebagai berikut: No 422
 ُْﻮَﻘﯾ َْنا ٍﺪََﺣِﻷ َﺲَْﯿﻟ ْﺟ ِْﻻاَو ِﺔﱠﻨ ﱡﺴﻟاَو ِبَﺎﺘِﻜْﻟا ِﻲﻓ َِﺮﺒَﺨْﻟا ِﺔَﮭِﺟ َو ِﻢْﻠِﻌْﻟا ِﺔَﮭِﺟ ْﻦِﻣ ِّﻻا َمُﺮَﺣ َْوأ ﱠﻞَﺣ ٍءْﻲَﺷ ِﻲﻓ اًَﺪَﺑأ ُل َﺎِﯿﻘْﻟاَو ِعﺎَﻤ
 ِس١٠
Artinya :
“Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini
haram, kecuali ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan ini adalah kitab suci
Al-Qur’an, Sunnah, Ijma,dan Qiyas.
Pokok pikiran yang dapat dipahami dari perkataanya yang tercantum dalam
kitab Al-umm, sebagai berikut:
“Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur’an dan sunnah. Jika
tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada Al-Qur’an dan sunnah. Apabila
sanad hadits bersambung sampai kepada Rasulullah dan shahih sanadnya,
maka itulah yang dikehendaki. Ijma sebagai dalil adalah lebih kuat khabar
ahad fan hadits menurut dsahirnya. Apabila suatu hadits mengandung arti
lebih dari satu pengertian, maka arti yang dzahirlah yang utama. Kalau hadits
itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahillah yang lebih utama. Hadits
Munqathi’ tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Al-
Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan
terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagimana, tetapi kepada
10 Asy-Syafi’i, Kitab Ar-Risalah (Jakarta: Al Kautsar 1987), h. 4010
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cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada
pokok, maka qiyas itu sah dan dapa dijadikan hujjah.”
Dari perkataan beliau tersebut, dapat diambil kesimpulan,bahwa pokok-pokok
pikiran beliau daalam mengistinbathkan hukum adalah.
a. Al-Qur’an dan sunnah
Imam Syafi’I memandang Al-Qur’an dan sunnah berada dalam satu martabat.
Beliau menempatkan sunnah sejajar dengan Al-Qur’an, karena menurut beliau sunnah
ini menjelaskan Al-Qur’an dan Hasid mutawatir. Di samping itu, karena Al-Qur’an
dan sunnah keduannya adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak
sekuat seperti Al-Qur’an.11
Dalam pelaksananya Imam Syafi’I menempuh cara; bahwa apabila didalam Al-
Qur’an sudah ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadits mutawatir. Jika
tidak ditemukan dalam hadits mutawatir, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak
ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan
hokum berdasarkan dzahir Al-Qur’an atau sunnah secara berturut. Dengan teliti ia
mencoba menemukan mukhashhish dari Al-Qur’an dan sunnah. Selanjutnya menurut
Sayyid Muhammad Musa dalam kitabnya Al-Ijtihad, Imam Syafi’i jika tidak
ditemukan dalil dari dzahir nash Al-Qur’an dan sunnah serta tidak ditemukan
Mukhashshishnya, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan
Nabi. Kalau tidak ditemukan juga, maka ia dicari lagi bagaimana pendapat para
sahabat. Jika ditemukan ada Ijma dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi,
maka hukum itulah yang dipakai.
11Huzaemah Tahido, Pengantar Perbandingan Mazhab (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu
1997),h. 123-133
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Imam Syafi’i walaupun berhujjah dengan hadist ahad, namun beliau tidak
menempatkan sejajar dengan Al-Quran dan hadits Mutawatir. Imam Syafi’i dalam
menerima hadits ahad mensyaratkan sebagai berikut:
1. Perawinya terpercaya
2. Perwainya berakal, memahami apa yang diriwayatkan
3. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang yang
menyampaikan kepadanya.
4. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits itu.
b. Ijma
Imam syafi’i mengatakan, bahwa ijma’ adalah hujjah dan ia menempatkan ijma
ini sesudah Al-Qur’an dan sunnah sebelum qiyas. Imam Syafi’i menerima ijma sebagi
hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterapkan dalam Al-Qur’an dan sunnah.
Ijma menurut pandangan Imam Syafi’i adalah ijma pada suatu masa diseluruh
dunia Islam, nukan ijma suatu negeri saja dan bukan pula ijma kaum tertentu saja.
Namun Imam Syafi’i mengakui bahwa ijma sahabat merupakan ijma yang paling kuat.
Ijma yang dipakai Imam Syafi’i sebagai dalil hukum itu adalah ijma yang
disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah. Secara tegas ia
mengatakan, bahwa ijma yang berstatus dalil hukum itu adalah ijma sahabat.
Imam Syafi’i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu
yang disepakati, seperti ijma, mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil
rampasan perang tetap dikelolah oleh pemiliknya. Ijma seperti itu adalah hujjah dan
termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang
sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak,
maka Imam Syafi’i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih
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pendapat, maka dalam hal ini imam Syafi’i akan memilih salah satunya yang paling
dekat dengan Al-Qur’an , sunnah atau ijma, atau menguatkannya dengan qiyas yang
mereka yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang
bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.12
Imam Syafi’i mengambil ijma sharih sebagai dalil hukum yang menolak ijma
sukuti menjadi dalil hukum. Alasan menerima ijma sharih, karena kesepakatan itu
disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas
sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak ijma sukuti,
karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagai Mujtahid
menurutnya belum tentu menunjukkan setuju. Contoh ijma sahabat yaitu shalat
tarawih 20 rakaat.
c. Qiyas
Imam Syafi’i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah Al-
Qur’an, sunnah , ijma dalam menetapkan hukum. Qiyas menurut para ahli hukum
Islam berarti penalaranan analogis, yaitu pengambilan kesimpulan dari prinsip
tertentu, perbandingan hukum permasalahan yang baru dibandingkan dengan hukum
yang lama contoh yang diberikan oleh Imam Syafi’i, yaitu zakat beras, tulag babi dan
lain-lain.
Imam syafi’i adalah mujtahid pertama ynag membicarakan qiyas dengan
patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya
sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan
patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktik ijtihad secara  umum belum
12 T.M. Hasbi al-Shidieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab (Semarang: PT. Pustaka
Rizqi Putra 2001), h. 28
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mempunyai patokan yang jelas, hingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar
dan mana yang keliru.13
2. Metode Istimbath Mazhab Hambali
Metode imam Ahmad ibnu Hambali dalam menetapkan hukum, yaitu:
a. Nash dari Al-Qur’an dan sunnah. Yang shahih apabila beliau telah mendapati
suatu nash dari Al-Qur’an dan dari sunnah Rasul yang shahih, maka beliau
dalam menetapkan hukum adalah dengan nash itu dan tidak mengambil yang
lain.
b. Fatwa para sahabat Nabi SAW. Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang
jelas, baik dari Al-Qur’an maupun dari hadits shahih, maka ia menggunakan
fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan dikalangan
mereka.
c. Fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan diantara mereka dan
diambilnya yang lebih dekta kepada nash Al-Qur’an dan snnah. Apabila Imam
Ahmad tidak menenmukan fatwa para sahabat nabi yang disepakati sesama
mereka, maka beliau menetapkan hukum dengan cara memilih dari fatwa-fatwa
mereka yang ia pandang lebih dekat kepada Al-Qur’an dan sunnah.
d. Hadits Mursal dan hadits Dha’if. Apabila Imam Ahmad tidak menadapatkan dari
Al-Qur’an dan sunnah shahihah serta fatwa-fatwa sahabat yang disepakati atau
diperselisihkan maka beliau menetapkan hadits mursal dan hadits dha’if. Yang
dimaksud denga hadits dha’if Imam Ahmad adalah karena ia membagi hadits
13Dedi Supriadi, Pengantar Perbandingan Mazhab (Bandung; Pustaka Setia, 2008), h. 175
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dalam dua kelompok: Shahih dan dhai’if (bukan shahih, hasan, dan dha’if seperti
kebanyakan ulama).14
e. Qiyas apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan nash baik Al-Qur’an dan sunnah
yang shahihah serta fatwa-fatwa sahabat maupun hadits dhaif dan mursal, maka
Imam Ahmad dalam menetapkan hukum menggunakan qiyas. Kadang-kadang
Imam Ahmad pun menggunakan Maslahah Mursalah terutama dalam bidang
siyasah. Sebagai contoh Imam Ahmad pernah menetapkan hukum ta’zir terhadap
orang yang selalu berbuat keruskan dan menetapkan hukum had yang lebih
berat terhadap orang yang minum khamar pada siang hari bulan ramadhan cara
tersebut banyak diikuti oleh pengikut pengikutnya. Begitu pula dengan istihsan,
istishab, dan sad al-zarai’i, sekalipun Imam Ahmad itu sangat jarang
menggunakannya dalam menetapkan hukum.
Dengan demikian, sistematika sumber hukum dan istidlal Mazhab Hambali,
sebagaimana diringkas oleh Salim Ali Ats-Tsaqafi, 15terdiri dari:
1) Nushus (Al-Qur’an, sunnah dan nash ijma)
2) Fatwa-fatwa sahabat
3) Hadits-hadits mursal dan dhaif
4) Qiyas
5) Istihsan
6) Sadd al-Zara’i
7) Istishab
8) Maslahah mursalah
14Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri’ Sejarah Pembentukan Hukum Islam (Depok; Gramata
Publishing, 2010), h. 123
15Ali Ats-Tsaqafi Salim, Mafatih al-Fiqh al-Hambali (Cet. 1; Mekkah Khoirah, 1978), h. 361-
391
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Contoh Imam Hambali yaitu fiqih Imam Ahmad menjelaskan tentang syarat-
syarat penegakan sanksi potong tangan.
3. Metode Istinbath Mazhab Abu Hanafih
Abu Hanafih meerupakan imam pertama dari keempat imam dan yang paling
dahulu lahir juga wafatnya, cara ijtihadnya yang pokok dapat dipahami dari ucapan
beliau sendiri, yaitu:
“Sesungguhnya aku (Abu Hanafih) merujuk kepada Al-Qur’an apabila aku
mendapatkannya apabila tidak ada dalam Al-Qur’an, aku meerujuk kepada sunnah
Rasulullah Saw dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah.
Apabila aku tidak mendapatkan dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah, aku merujuk
kepada qaul sahabat, (apabila sahabat Ikhtilaf), aku mengambil pendapat sahabat yang
mana saja yang ku kehendaki, aku tidak akan pindah pada pendapat yang satu ke
pendapat sahabat yang lain. Apabila didapatkan pendapat Ibrahim, Al-Sya’bi dan ibnu
Al-Musayyab, serta yang lainnya, aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”
Sahal ibn Muzahim, sebagimana yang dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy,
menerangkan bahwa dasar-dasar (sumber-sumber) hukum Abu Hanifah dalam
menegakkan fiqih adalah : “Abu Hanifah memegangi riwayat orang yang terpercaya
dan menjauhkan diri dari keburukan serta memperhatikan muamalat manusia dan adat
serta uruf’ mereka itu. Beliau memegang qiyas. Kalau tidak baik dalam satu-satu
masalah didasarkan pada qiyas, beliau memegangi istihsan selama yang demikian itu
dapat dilakukan. Kalau tidak, beliau berpegang kepada adat dan ‘uruf. Ringkasnya,
dasar (sumber-sumber) hukum Abu Hanifah, ialah:16
16Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Mesir; Maktabah Ad-Da’wah Al-Islamiyah, t.t), h.
22
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a. Al-Qur’an
b. Sunnah Rasulullah SAW (hadits) dan atsar-atsar yang shahih yang telah
masyhur di antara para ulama.
c. Fatwa-fatwa para sahabat
d. Qiyas
e. Istihsan
f. Adat dan urf masyarakat
Dari keterangan sebelumnya, tampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam
beristidlal atau menetapkan hukum syara’ yang tidak ditetapkan dalil secara qath’iy
dari Al-Qur’an atau dari hadits yang diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan
ra’yu ia sangat selektif dalam menerima hadits. Imam abu Hanifah memperhatikan
muamalat manusia, adat istiadat serta ‘urf mereka.
Beliau berpegang kepada qiyas dan apabila tidak bisa ditetapkan berdasarkan
qiyas, beliau berpegang kepada istihsan selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak,
maka beliau berpegang kepada adat dan ‘urf. Dalam menetapkan hukum Abu Hanifah
dipengaruhi oleh pekembangan hukum di Kufah yang terletak jauh dari Madinah
sebagai kota tempat tinggal Rasulullah saw yang banyak mengetahui hadits. Di Kufah
kurang perbendaharaan hadis disamping itu kufah sebagai kota yang berada ditengah
kebudayaan Persia kondisi kemasyakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup
tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan
penetapan hukumnya karena problema itu belum pernah terjadi di zaman nabi, atau
zaman sahabat dan Tabi’in maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau
ra’yu. Di Kufah sunnah hanya sedikit yang diketahui disamping banyak terjadi
pemalsuan hadis sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima Hadis dan
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karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang actual beliau banyak
menggunakan ra’yu sedangkan cara ijtihad Imam Abu Hanifah yang bersifat tambahan
adalah:17
1) Bahwa didalam lafal umum (‘am) adalah qath’iy, seperti lafal khash
2) Bahwa pendapat sahabat yang tidak sejalan dengan pendapat umum adalah
bersifat khusus
3) Bahwa banyak nya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat (rajih)
4) Adanya penolakan terhadap Mafhum (makna tersirat) syarat dan sifat
5) Bahwa apabila perbuatan rawi menyalahi riwayatnya, yang dijadikan dalil
adalah perbuatannya, bukan riwayatnya.
6) Mendahulukan qiyas Jali atas khabar ahad yang dipertentangkan
7) Menggunakan istihsan dan meninggalkan qiyas apabila diperlukan.
4. Metode Istinbath Mazhab Imam Malik
Adapun sumber hukum Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah
berpegang pada :
a. Al-Qur’an
Dalam memegang Al-Qur’an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan
atas zahir nash Al-Qur’an atau keumumannya meliputi mafhum al-Mukhalafah dan
mafhun al-Aula dengan memperhatikan ‘illatnya.
b. Sunnah
Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, imam Malik mengikuti
cara yang di lakukannya dalam berpegang kepada Al-Qur’an. Apabila dalil syar’iy
mengendaki adanya penta’wilan maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta’wil
17Mujiono Nurkholis, Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan 5 Imam Mazhab Terkemuka
Terjemahan A’immatul Fiqh At-Tis’ah (Cet. I; Bandung: Nusa Media 1994), h. 46
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tersebut.18 Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir Al-Qur’an tetapi apabila
makna yang dikandung oleh sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma ahl Al-Madinah,
maka ia lebih mengutamakan makna yang dikandung oleh sunnah tersebut dikuatkan
oleh ijma’ ahl Al-Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung
dalam sunnah dari Zahir Al-Qur’an (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah
mutawatir atau masyhurah).
c. Ijma’ Ahl Al-Madinah
Ijma’ ahl al-Madinah ini ada dua macam, yaitu ijma’ ahl al-Madinah yang
asalnya dari al-Naql, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari hasil ijtihad
ahl al-Madinah. Ijma’ semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik.
Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Huzaemah T. Yanggo
yang dimaksud dengan ijma’ ahl Madinah tersebut ialah ijma’ ahl-Madinah pada masa
lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi Saw. Sedangkan
kesepakatan ahl al-Madinah yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan
hujjah. Ijma’ ahl al-Madinah yang asalnya dari al-Naql, sudah merupakan kesepakatan
seluruh kaum muslimin sebagai hujjah.
Dikalangan mazhab Maliki, ijma ahl al-Madinah lebih diutamakan dari pada
khabar ahad, sebab ijma ahl al-Madinah merupakan pemberitahuan oleh jama’ah,
sedang khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perseorangan.
d. Fatwa Sahabat
Yang dimaksud dengan sahabat disini adalah sahabat besar, yang pengetahuan
mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada al-Naql. Ini berarti bahwa yang
dimaksud dengan fatwa sahabat itu adalah berwujud hadits-hadits yang wajib
18Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri’ Sejarah Pembentukan Hukum Islam. h. 145
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diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabt besar itu tidak akan member fatwa,
kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah saw. Namun demikian, beliau
mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadits
marfu’ yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan
dari pada qiyas.19
e. Khabar Ahad dan Qiyas
Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari
Rasulullah, jika khabar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh
masyarakat Madinah sekalipun hanya dari hasil istinbath kecuali khabar ahad tersebut
dikuatkan oleh dalili-dalil lain yang qath’iy.20 Dalam menggunakan khabar ahad ini
Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang ia mendahulukan qiyas dari pada
khabar ahad. Kalau khabar ahad itu tidak dikenal atau tidak popular di kalangan
masyarakat Madinah maka hal ini dianggap sebagi petunjuk, bahwa khabar ahad
tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah saw. Dengan demikian, maka khabar ahad
tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan qiyas dan
mashlahah.
f. Al-Istihsan
Menurut mazhab Maliki, al-Istihsan adalah: “Menurut hukum dengan
mengambil maslahah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kully
(menyeluruh) dengan maksud mengutamkan al-Istidlal al-Mursal dari pada qiyas,
sebab menggunakan istihsan itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan
perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuatan
19Suyetno, Dasar-dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh (Yokyakarta: Ar-Rushzz Media, 2011), h.
54
20 Murtado Muthohari, Islam dan Tantangan Zaman (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), h. 71
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syara’ secara keseluruhan”. Dari ta’rif tersebut, jelas bahwa istihsan lebih
mementingkan maslahah Juz’iyyah atau maslahah tertentu dibandingkan dengan dalil
kully atau dalil yang umum atau dalam ungkapan yang lain dikatakan bahwa istihsan
adalah berahli dari satu qiyas ke qiyas lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan
syari’at diturunkan. Artinya jika terdapat satu masalah yang menurut qiyas semestinya
diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu ternyata akan
menghilangkan suatu mashlahah atau membawa mudharat tertentu, maka ketentuan
qiyas yang demikian itu harus dialihkan keqiyas lain yang tidak akan membawa
kepada akibat negativ. Tegasnya, istihsan selalu melihat dampak suatu ketentuan
hukum. Jangan sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak merugikan. Dampak
suatu ketentuan hukum harus mendatangkan mashlahat atau menghindarkan mudarat.
g. Al-Mashlahah Al-Mursalah
Maslahah mursalah adalah mashalah yang tidak ada ketentuannya, baik secara
tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash. Dengan demikian, maka
maslahah mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan syari’at diturunkan. Tujuan
syari’at diturunkan dapat diketahui melalui Al-Qur’an, sunnah atau Ijma’.21
h. Sadd Al-Zara’i
Imam Malik menggunakan Sadd al-Zara’I sebagai landasan dalam menetapkan
hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau
terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju
kepada yang halal maka halal pula hukumnya.
21Ahmad Surbasi, Sejarah dan Biografi 4 Imam Mazhab: Hanafih-Maliki-Syafi’i-Hambali
(Jakarta: Amza, 2013), h. 153
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i. Istishab
Imam Malik menjadikan Istishab sebagai landasan dalam menetapkan hukum.
Istishab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan
datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada dimasa lampau. Jadi sesuatu
yang telah dinyatakan adanya kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang
telah diyakini adanya tersebut hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada
begitu pula sebaliknya.
j. Syar’u Man Qablana
Menurut Qadhy Abd Wahab al-Maluky, bahwa Imam Malik menggunakan
kaedah syar’u man qablana syar’un lana, sebagi dasar hukum. Tetapi menurut Sayyid
Muhammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pernyataan imam Malik yang
menyatakan demikian. Menurut Abd Wahab Khallaf, bahwa apabila Al-Qur’an dan
sunnah shahihah mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan buat umat
sebelum kita melalui kita melalui para Rasul yang diutus Allah untuk mereka dan
hukum-hukum tersebut dinyatakan pula didalam Al-Qur’an dan sunnah shahihah,
maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita.22
C. Perbedaan dan Persamaan Hukum Wali Nikah dalam Mazhab Fikih dan
Gender
1. Menurut  Imam Maliki
Imam Maliki mengharuskan izin dari wali atau wakil terpandang dari keluarga
atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah wali
harus hadir dalam akad nikah atau cukup sekedar izinnya. Meskipun demikian imam
Malik tidak membolehkan wanita menikahkan diri-sendiri, baik gadis maupun janda.
22Muhammad Nurwahid Haswir, Perbandingan Mazhab: Realitas Pergulatan pemikiran
Ulama fiqh (Cet. I; Pekanbaru Alaf Riau 2006),h. 55-57
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Namun menurut pendapat Malikiyah bahwa seorang wanita bisa menjadi wali
hanya bila ia mendapat wasiat, pemilik budak atau yang memerdekakan, dan
merekapun berpendapat bahwa seorang perempuan yang mengurus (anak yang mau
nikah) bisa menjadi wali juga, namun itu tidak serta-merta ia bisa melaksanakan akad
sendiri, ia harus mewakilkan pada seorang laki-laki untuk melaksanakan akad tersebut.
Mengenai persetujuan dari wanita yang akan menikah, imam Malik
membedakan antara gadis dengan janda. Untuk janda, harus terlebih dahulu ada
persetujuan secara tegas sebelum akad nikah. Sedangkan bagi gadis atau janda yang
belum dewasa dan belum di campuri suami, maka jika bapak sebagai wali ia memiliki
hak ijbar sedangkan wali diluar bapak, ia tidak memiliki hak Ijbar.
Urutan wali menurut Imam Malik mengatakan bahwa wali itu adalah ayah,
penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) manakalah wanita
tersebut punya anak, lalu berturut-turut saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara
laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya, dan sesudah semuanya itu
tidak ada, perwalian beralih ketangan hakim.
Kedudukan Wali Nikah Menurut Mazhab Maliki Mazhab Imam Maliki
mengharuskan izin dari wali atau wakil terpandang dari keluarga atau hakim untuk
akad nikah. Jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak
mengawinkan dirinya ada pada wali akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada
keduanya wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya.
Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali.23
23Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab ( cet. XXIV ; Jakarta: Lentera, 2009).h. 345
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2. Menurut Imam Abu Hanafi
Menurut imam hanafi tentang syarat menjadi wali berbeda pendapat dengan
para mazhab lainnya seperti yang mengharuskan wali adalah laki-laki, namun imam
Hanafi berbeda pendapat  mereka berpendapat bahwa seorang wanita bisa saja menjadi
wali seorang anak yang masih kecil atau orang yang dimata hukum sama
kedudukannya dengan anak-anak, namun itupun kalau memang tidak ada wali yang
laki-laki.24
Imam Abu Hanafih berpendapat bahwa baik itu perempuan nya masih perawan
atau sudah janda, ketika dirinya menikahkan dirinya sendiri, maka nikahnya
diperbolehkan.
Abu Hanafih, Zu’far, As-Sya’bi dan az-Zuhri berpendapat bahwa apabila
seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali sedang calon suami
sebanding, maka nikahnya itu sah. Mereka berpendapat bahwa wanita yang telah
baliqh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan
akad nikahnya itu sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikahnya sendiri
baik ia perempuan maupun janda. Tak seorang pun yang memiliki wewenang atas
dirinya atau menetang pilihanya. Dengan syarat orang orang yang dipilihanya itu
sekufu atau sepadan dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar Mitsil. Tetapi
jika ia memilih laki-laki tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menetang nya
dan meminta kepada qadli untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut
kawin dengan laki-laki dengan mahar kurang dari mahar mitsil, qadli boleh meminta
membatalkan akadnya bila mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.25
24Abi Fahri, Nikah (Cet I, Pustaka Jaya Serang Banteng; 2012), h. 10
25 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Cet. XXIV; Jakarta: Lentera, 2009).  h.
345
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Urutan wali menurut Imam Abu Hanafi adalah mengatakan bahwa urutan
pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia
memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki
(Dari pihak anak laki-laki) ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara
laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah,
paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Dari urutan ini, jelaslah bahwa
penerima wasiat dari ayah tidak memegang perwalian nikah, kendatipun wasiat itu
disampaikan secara jelas.
Kedudukan Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita
yang telah baliqh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula
melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun
yang mempunyai wewenang atas dirinya atau kufu (sepadan) dengannya dan maharnya
tidak kurang dari dengan mahar misil. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang
tidak sekufu deangannya, maka walinya boleh menentangnya,dan meminta kepada
qadhi untuk membatalkan akad nikahnya.
Tetapi bila perempuan itu memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu’
dengannya,maka walinya boleh menentangnya dan meminta kepada hakim untuk
membatalkan akad nikahnya.26Dan jika perempuan itu menikah dengan laki-laki yang
sekufu’ tetapi dengan mahar misil, maka pernikahannya dapat diminta pembatalannya
di pengadilan, jika suaminya tidak membayar mahar misil secara lunas.
26Abdillah Mustari, Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam (Cet: I ,
Makassar Alauddin University Press, 2011)h,  140-141.
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Bagi Hanafih, Wali nikah hanya diperlukan bagi orang-orang yang tidak cakap
berbuat hukum (Faqid Al-ahliyah), yaitu orang gila orang yang lemah akal, dan anak-
anak yang belum mummayis, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, wali
bagi Hanafiah hakikatnya hanyalah wali mujbir (wilayah Ijbariyah), dan tidak ada
kategori wilayah ikhtiyariyah dalam mazhabnya.
Illat hukum bagi diperlukannya wali dalam hal ini adalah lemahnya akal yang
menjadi sebab ketidakmampuan mereka melakukan transaksi (akad) dan
ketidakmampuan mereka untuk mengenali dimensi maslahat dan mudharat yang biasa
dihasilkan dari akad nikah itu. Bagi Hanafih, aqil baliqh merupakan ukuran bagi
seseorang dalam kecakapan berbuat hukum baik bagi laki-laki maupun perempuan,
baik untuk menikah maupun untuk berbuat hukum perdata lainnya.
Adapun argumentasi yang diajukan oleh Abu Hanafiah adalah Al-Qur’an surah
al-Baqarah 2/232 :
          
Terjemahannya :
“maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminya”.27
Imam hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baliqh dan berakal sehat
boleh memilih sendiri seorang laki-laki dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia
gadis atau janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau
menetang pilihannya, syarat, orang yang dipilih nya sekufu dengannya, maka walinya
boleh menetangnya dan meminta qadhi untuk membatalkan akadnya.
3. Menurut Imam Syafi’I
27Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya. h. 163
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Kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran
wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini imam
Syafi’I juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di
bawah perwaliannya sepanjang wanita mendapat pasangan yang sekufu. Syarat wali
menurut imam Syafi’i adalah bahwa wali nikah harus laki-laki, maka  tidak sah
perwalian seorang perempuan dalam kondisi apapun.28
Adapun urutan wali nikah menurut Imam Syafi’I mengatakan bahwa urutanya
yaitu: ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki
seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman, (saudara ayah), anak paman, dan
seterusnya, dan bila semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ketangan hakim.
Kedudukan Wali Nikah Menurut Mazhab Syafi’I Kehadiran wali menjadi salah
satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali nikah ketika melakukan akad
nikah perkawinan tidak sah. Jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis,
maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu
ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa
persetujuannya. Maksudnya wali  tidak dapat mengawinkan janda itu tanpa
persetujuan janda, sebaliknya janda itu tidak dapat mengawinkan dirinya sendiri tanpa
restu wali, sebab pengucapan akad adalah hak wali. Walaupun akad itu memerlukan
persetujuan janda. Akad yang diucapkan sendiri oleh janda itu tidak berlaku sama
sekali.
Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang
wali. Akad yang diucapkan sendiri oleh perempuan itu tidak berlaku, meskipun atas
persetujuan walinya.
28 Zulfikar Natsir, Fiqh Islami (Cet VIIII; Jakarta Selatan: Yayasan Jurnal Fiqh 1998), h. 186
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Illat hukum bagi diperlukannya wali bagi perempuan yang gila, dan perempuan
yang lemah akal dalam pandangan Syafi’i, Ahmad, dan Malik adalah sama dengan
alasan Hanafih, yaitu ketidaksanggupan mereka dalam melakukan akad dan
ketidakmampuan mereka dalam mengenali maslahat dan mudharat dari setiap akad
nikah. Adapun illat’ hukum bagi anak-anak perempuan adalah keperawanannya.
Oleh karena itu, meskipun mereka telah dewasa tetapi masih perawan, maka
hak perwaliannya tetap ada. Karena itu mereka mengenal adanya wilayah ikhtiyariyah,
di samping wilayah ijbariyah. Dari sinilah tampak bahwa imam mazhab kesulitan
dalam menentukan illat hukum bagi perempuan dewasa yang masih perawan perlu
terhadap perwalian.29
Pendapat ini didasarkan pada dalil-dalil berikut:AlquranQS. An-Nur (24) : 32;
                           
       
Terjemahannya:
“Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan Karunia-Nya. Dan Allah Maha luas
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.30”
4. Menurut Imam Hambali
Ibnu Qudamah dari Madzhab Hambali menyatakan, wali harus ada dalam
perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah.
Menurutnya hadits yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang berarti
berlaku untuk semua. Sedangkan hadits yang menyebutkan hanya butuh izin adalah
29Abdillah Mustari, Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam (Cet: I ,
Makassar Alauddin University Press, 2011)h, 144-145
30Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: PT.Bumi Restu, 1978), h. 549.
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hadits yang bersifat khusus. Sehingga yang umum harus didahulukan dari dalil-dalil
khusus.
Imam hambali berpendapat bahwa wali nikah harus laki-laki maksudnya
adalah seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan
orang lain, pendapat ini ditegaskan berdasarkan berbagai macam keadaan yang dialami
oleh perempuan seperti perempuan cenderung menggunakan perasaan susah
membedakan keadaan salah satu syarat menjadi wali yaitu harus berlaku adil. Adil
yang dimaksud adalah orang yang berpegang teguh dengan agama dengan
menjalankan semua perintah, tidak melakukan dosa-dosa besar, atau tidak melakukan
dosa-dosa kecil dan seterusnya. Wali harus adil adalah merupakan syarat wali menurut
mazhab Syafi’I dan Hambali.
Urutan wali menurut imam mazhab Hambali memberikan urutan: ayah,
penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan
yang ada dalam waris, dan baru beralih ketangan hakim.
Ibnu Qudamah berpendapat adanya hak Ijbar wali untuk menikahkan gadis
yang belum dewasa, baik wanita tersebut senang atau tidak, dengan syarat sekufu.
Sedangkan menurut Ibnu Qayyim persetujuan wanita harus ada dalam perkawinan.31
Kedudukan Wali Nikah Menurut Mazhab Hambali berpendapat Jika wanita
yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada
pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh
mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak
boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. wali nikah harus ada dalam
perkawinan yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah.
31Ponpes Al-Falah, Fiqih Lintas Mazhab (Kediri t.tp., 2010), h. 1-2
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah menjelaskan secara panjang lebar dalam bab pembahasan, maka
dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut:
1. Wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang
laki-laki. Karena wali nikah dalam hukum perkawinan merupakan rukun yang
harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.
Hukum nikah tanpa wali nikah berarti pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini
berdasarkan pada hadist Nabi Muhammad saw yang mengungkapkan tidak sah
dalam perkawinan kecuali dinikahkan oleh wali.
2. Kedudukan wali sangat berhubungan dengan gender. Konsep wali memaksa
menikahkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan dari anak tersebut
maka itu bisa merenggut hak perempuan untuk memilih jodohnya sendiri. Hal
ini jika dikaitkan dengan kesetaraan gender tentu merupakan perbuatan
diskriminatif terhadap seorang perempuan karena mengakibatkan jalan buntu
bagi hak reproduksi termasuk memilih pasangan hidupnya dengan adanya wali
perempuan seperti haknya diragukan diperlukan lebih rendah dianggap tidak
mampu, dibedakan derajatnya dan lain sebagainya.
3. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi
calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
a. Menurut Imam Mazhab Syafi’i kededudukan wali nikah kehadiran wali
menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali nikah
ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah.
b. Menurut Imam Mazhab Hanafi Kedudukan wali nikah berpendapat bahwa
wanita yang telah baliqh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya
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dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun
janda.
c. Menurut  Imam Mazhab Hambali Kedudukan wali nikah berpendapat jika
wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak
mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu
ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa
persetujuannya.
d. Menurut  Imam Mazhab Maliki Kedudukan wali nikah
Berpendapat bahwa mengharuskan izin dari wali atau wakil terpandang
dari keluarga atau hakim untuk akad nikah.
B. Implikasi penelitian
1. Masyarakat dalam melakukan suatu pernikahan diwajibkan adanya wali
,saran penulis karena wali adalah suatu rukun dan syarat suatu pernikahan
maka sebelum melakukan akad pernikahan terlebih dahulu wali harus ada
dan siap menjadi wali pernikahan tersebut.
2. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya lebih mendalami apa yang menjadi
dasar suatu pernikahan harus adanya wali .
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